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PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
berkat dan rahmat-Nya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat
menyelesaikan pembuatan Laporan Tahunan yaitu tahun 2015. Laporan tahunan ini
kami buat berbentuk buku yang memuat Pendahuluan, Struktur Organisasi,
Keadaan Perkara, Pengawasan Internal, Pembinaan dan Pengelolaan, Kesimpulan
dan Rekomendasi.

Buku Laporan Tahunan ini dibuat atas dasar surat dari Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia tanggal 13 Nopember 2012 Nomor :552-
1/SEK/KU.01/11/2012 hal penyusunan Laporan Tahunan 2012.

Kami menyadari bahwa laporan tahunan 2015 Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna,
sehingga kami mengharapkan adanya kritik/saran demi kesempurnaan laporan ini.

Demikian disampaikan dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam

penyelesaikan laporan tahun 2015.

Palangka Raya, 31 Desember 2015

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALANGKA RAYA
KETUA,

H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH
NIP. 19600406 199103 1 003




BAB |
PENDAHULUAN

A. KEBIUJAKAN UMUM PERADILAN

Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman
yang berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas memeriksa,
memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas-tugas lain
yang diberikan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Peradilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya berpedoman
pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum serta peraturan-peraturan
lain yang berkaitan dengan peradilan serta petunjuk JUKLAK/JUKNIS Mahkamah
Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menyelenggarakan proses
berperkara dengan memeriksa, memutus serta menyelesaikan setiap sengketa
yang diajukan kepadanya. Dengan berprinsip menyelenggarakan proses perkara
dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme serta menjunjung tinggi azas keadilan dan kebersamaan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara

orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.

B. VISI DAN MISI
Visi
Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Mewujudkan Supremasi

Hukum Melalui Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri, Efektif, Efesien



Misi

Serta Mendapatkan Kepercayaan Publik, Profesional, Dan Memberikan
Pelayan Hukum Yang Berkualitas, Etis, Terjangkau, Dan Biaya Rendah
Bagi Masyarakat Serta Menjawab Panggilan Pelayanan Publik. Yang
bertujuan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menjadi
lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan
pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan

jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Berdasarkan Visi tersebut diatas, Misi Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya adalah :

1. Memperbaiki Akses Pelayanan Dibidang Peradilan Kepada
Masyarakat.

2. Memperbaiki Kualitas Mewujudkan Rasa Keadilan Sesuai Dengan

Undang-Undang Dan Peraturan Serta Keadilan Masyarakat.

3. Mewujudkan Peradilan Yang Mandiri Dan Independen Tanpa Campur
Tangan Pihak Lain.

4. Input Internal Pada Peradilan.

5. Mewujudkan Institusi Peradilan Yang Efektif, Efesien, Bermartabat
Dan Dihormati.

6. Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Tidak Memihak

Dan Transparan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui pendidikan
formal dan informal serta mengarahkan dan mendistribusian
pengetahuan yang ada kepada pegawai bawahan untuk melaksanakan

tugas di setiap bidang masing-masing.



Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut perlu dilakukan beberapa hal sebagai

berikut :

1.

Menjaga kemandirian lembaga peradilan maksudnya adalah bahwa syarat
utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya
kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian
lembaga peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta
kemandirian  hakim dalam  menjalankan  fungsinya (kemandirian
individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha
melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan yang efektif.
Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana lembaga peradilan telah
mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan financial
(konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta
pengawasan organisasi, administrasi dan financial seluruh lembaga peradilan
di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak
mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.
Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan
anggaran berbasis kenerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk
alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk
memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.
Selain kemandirian institusional, kemandirian lembaga peradilan juga
mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian
individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan
pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah
untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun



pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai
masalah-masalah hukum yang berkembang.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi
perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh
keadilan. Adalah keharusan bagi setiap lembaga peradilan untuk
meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan
yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan
suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil
bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus
dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil,
dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan
kedua belah pihak.Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu
substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi
peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses
yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara
terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi
pencari keadilan.

. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Lembaga Peradilan maksudnya adalah
kualitas kepemimpinan lembaga peradilan akan menentukan kualitas dan
kecepatan gerak perubahan lembaga peradilan. Dalam sistem satu atap,

peran pimpinan lembaga peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial,



diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis
(kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan
pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di
pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional,
pimpinan lembaga peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.
Dengan kata lain, pimpinan lembaga peradilan harus memiliki kompetensi
yudisial dan non vyudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut,
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menitikberatkan pada
peningkatan kualitas kepemimpinan lembaga peradilan dengan membangun
dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non teknis yudisial
(kepemimpinan dan manajerial).

. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan maksudnya
adalah kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan merupakan faktor
penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada lembaga
peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan
sistem pembinaan, pengawasan,serta publikasi putusan-putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,
adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun
kepercayaan pengemban kepentingan di dalam lembaga peradilan itu sendiri.
Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan
mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan
diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan atau hukuman yang
mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian

perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat



dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara

profesional dan menjaga integritasnya.

C. RENCANA STRATEGIS
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui pendidikan formal dan informal serta
mengarahkan dan mendistribusian pengetahuan yang ada kepada pegawai

bawahan untuk melaksanakan tugas di setiap bidang masing-masing



BAB i
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
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BATAS VWAKTU
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URAIAMTUGAS

BATASWWAKTL
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Band ng' Kesasif PK kepadaPerohon
Band ng Kesas/ PK

ljam

1hk

Penitera

Panrmud Perkara

Panrrud Perkara
{urtuk PK, Paniteral

Sebe urnberkas diki imike PT TLM (Bending)f MAR
(Kasmsi ), Panitera merrbentaukan kepadapaa
pihak untuk rrermpelaian berkes linzage)

ljam

30 hari

Fanitera

Panrrud Perkara menyvi spkan berkesBanding' Kasasi
vangakan dkin mbemupa bundel Aden Bdiserts
softcopy, untuk kesas dilengeep putusan tingsat 1,
Band ngrrerori kesssi den kortrameror kasssi.

S He

&0 hari setelah
pemyvetsEn
band ng' kesssi

Panrrud Perkara

Ulntudc PR, Panitera mamnvetor biava PR kerdaening
Bark vana ditun vk olsh MARS

2]am

1hHk

Panitera

Parrbariasan barlas P

5 Hke

Panrmud Perkara

Merrbust surst penocentar berkasBanding' Kasas /PK

1lam

(Lrtke PR 12 &

Pend rirmen biava Bandi ng' Kasas dilgkaukan 7 (tujubh)
har ssbelurnberkas dikirim

1Hk

Panrmud Perkara menvershkan berles
Band ng' Kesas! PK kepadakesubbag Urumiunt Lk
dikirirn

V2)am

&0 hari sstelah
pemyaiaEn
band ng' kesssi

Panrrud Perkara

Penitera

Panrmud Perkara

Kasubbag urrummendg imberkas
Band no Kesasi! PK

1llam

1hHk

Setelah paniterarmenen ma norror regi ster

Band ng kasssif PE (urt uk PE dari MaRI) kerrudian
dicsta norror perkaat ersebut daamreg ster
Band ng Kesas/ PK

Y2jam
(urtuk PR, 1jam)

(urtul PR, 1 Hk)

Pererimean sdinan resri putussn Banding' Kasss
dan berkas bundel A dari PTTILM (banding)f MaR
[====}

V2)am

Peryershan sai nen put usan banding’ Kesasi darn
b Lrrurmlkee KPTUM dilanmpiri lembar disposisi

V2)am

1hk

Peryershan sai nan Put usan Bandi ngl Kasasi dan
berkas bundel Adai KPTLM ke Panitera

V2)am

Menerirmasd inan putussn Banding' Kasas dan
berkas bundel A dari KPTLIM dan menyershkan ke
Panrrud Perkara sgermencat & putusan daamn
recister perkara

llam

1Hk

Mencatat amarputuisan PR dalarmbule reg sher
inciuils perkara dlan bulka regn e pariaara PE

llam

1hk

Merrbust surst perrberitahuan dan perversben
fotooopy sdinan putusan Banding' Kasssi /PK kepada
para pi hak

ljam

1hHk

Sura Perrberitahuan dan penyvershan sslinan
pLtusan Bending' Kasss vengditandstangeni
Panitera dicgat ddamreg ster perlaradan dikinm
kepada parapi hdd rreld ui Sub Bag Urrum

V2)am

b BagUnrurnmrencin rmsurst perrbentahuan dan

1hk

Kasubbag Lhrum

Fanitera Mg all

Kasubbag Lhum

KPTLM

Panitera

Panrrud Perkara
(urtulks PR,
Panitera)

b Bagan Lrum




MNO

URAIAMNTUGAS

BATASWAKTU

1AM HAR KERLA

PROSHDUR PH AKSAMNAAN PUTUSAN (BSEKUSI)

KPTLM mremrerintahkan kepadaPaniteradengan
surat peretapan, untuk rreng rimsali nan putusan
vangbersifat corrdermateoir dantelah merpuryd
kekuatan hukurnt et p

1ljam

Perdgrimmen sdinanoleh Panitera

ljlam

1hk

KFTLM

Menerimadan rreneliti pemrrohoran eksskus

2]amn

1hk

Panitera

KPTUM memrerintahken kepadaPaniterauntuk
merrenagdl Para Pihak

llam

1hk

KFTLMN +Paritera

KFTUM mempertentukean Para Fihalountulke
rengJpayakan pel sksanzen putusan dengan
merbust Berita Acara

2]am

1hk

KFTLMN +Hanitera

KFTUM memerintahkan kepadatergugst dengan
suatu penetapan untul mel deanakan putusan

llam

KPTLM memrerintahkan kepadaPaniterauntuk
rrengrirkan penetapan kepada Terguga:

ljamn

1hk

KFTLM

Panitera

KPTLM mengeluarkan sural yang menyatakan objek
gugatantidak mermpunya kekuatan hukumlag
daamhd arer putusan bersif & dedaratoir
sebagarmena d rmeksud pasal 97 aya (9) hunuf allu
tentangPeratun

2]am

1hk

KFTLM

KPTUM memerintahkean Paniterauntuk merangg |
Para Fihak gunarrenentulean kormpensas ddambd
adapenrohonan eksskus yang meryandat
sengketakepegawaian yangti ddd dapa s autidake
serpumanme aksanakan rehabilitasi (pasd 97 avdt
11

llam

Perrenggilan ParaPihdc

llam

1hk

KFTLM

Panitera

KFTUM mengupayakan Para B hacurtulk
menyepakati suatu korpensas, apabil atida
tercapa sustu kormpensas berupassjurahuang
dau kompensas [anmaka KFTLMN menetaplan

seivrd sh uanoata ) kommensasi |ain

Apehila sejursh uang ataukommpensas lainyang
ditet aplan o eh KPTUMNtidakc diterimaocleh Para
Pihak atau sal ah sstu pihak, KPTULN mernrberit ahukean
kepada ParaPihak untuk megs) ukan ke MA guna
ditet apkan kerrba i,

2]am

1hk

Apebila d daamaer putusan mmerrust upaya paksa,
KPTUM memrerintahkan dengan surat kepads
tergugat urtuk mrel deanakan putusan dan bil atidak
dil sksanakean dikensken upava paksa.

2lam

Mengirirkan surat pelaksanaan putusan dengan
upavapaksa

llam

1hk

KFTLM

Panitera

KPTLM memrbuat penet gpen urtuk rmerren rtahkan
kepada Paniteraurt uk rrengurrurrkan di redia
rressa cetak seterrpat & aspemrohonan danbiayva

dari penggugst

llam

1hk

KFTLM

Paniters/) urusita mengururmican mel dui rredia
messa cetak seterpat bahwatergugdt tidsk

Pl

1 He

Paonitars







URAIAMNTUGAS

BATAS WAKTU

|AM

HAR KERLA

PHAKSAMNA,

LAPORAN KEADAAN PERKARA QJGATAMN YANG MASLEK DAN PUTUS, PERKARA BANDING YANG MASUK DAN
PUTUS PEHRKARA KASAS] YANG MASUK DAN PUTUS, PEREKARA PKCYANG MASUK DAN PUTUS, |BNIS-|EJS
PHIKARA, KEUANGAN PHYIKGARA DAN BSHOS

Menerima, mengol ah dan mengkoreks dataperkara

pertanogod 06bulan berikutrys

gugetanybanding' kasasi/ PKyang mesuk dan putus 1jam Kepaniteran
da kepeniteraan perkara, pertanggd 31(akhir Perkara
bulan)
Menghitung daayangrmesik 1)am
Mengklasifikas jerisjenisperkara 2]amnm Kepaniteraan
Mengolash data dan merrbuat surat pengantar 5 Hukum
perng riren |l sporan Jam
Koreks Wapan 1lam " Wapan
Perandatanganan | sporan keadsan perkaracleh 3 )
Panitera dankPTUN Lam Panitera HETU
Penormoran peng rimean surd: pengantar | aporan ljam b BaglLimum
Peng riren |gporan dan softcopy ke Panitera Muda ,
T MAR dan terrbusan Dir en Bad rr ltun MAR] llam Kepaﬁllti;am
pertanone 05 hulan herikitrva

LAPORAN KEGIATAM HAKIM DAN PP
Menwmu l-:a"n datalgporan bulanan dari bulan 1)am Kepaniteraan
|anuan s.dluni L
Mengolah data llam
Koreksi Wapan llam Wapan
Perandatanganan | sporan keadsan perkaracleh )
Panitera den KPTLI Lam Shk Panitera #FTL
Penormoran peng rirman surdt pengantar [ sporan ljam
Peng rirmen |aporan dan softcopy ke Panitera Muda b BagUrrum
TN MAR dan terrbusan Cirj en Bad mr [tun M AR llan

LAPRAN TAHUMNAN KEADAAN PEHREARA GUGATAN BANDING/ KASAS!/ PK YANG MASUK DAN PUTUS, |HNIS-]| B
PHIKARA, KBUAMNGAN PHYICARA DAN BSHLUS, KEQATAN HAKIM DAN KEGATAN PP

Mengurrpu kan datalaporan bulanan dari bulan

pertangga 05bulan berikutrya

. ) llam Kepeniteraan
| anuan s ) uni .
Mengolah data llan
Koreks Wapan llam 5 e Wapan
Perandatanganan | sporan keadsan perkaracleh .
Panitera dan KPTLI Ljam Panitera +#PTU
Penormoran peng riman sure: pengantar | aporan ljam b Baglimum
Pengriren |aporan dan softcopy ke Panitera Muda |
T MAR dan terrbusan Dir en Bad rr lbun MAR] 1)am b Baglrum

STATISTIK PHRIKARA BULAMNAN DAN TAHUMNAN

Mengd ah dan rrengevaluasi data bulanan dari
kepaniteraan perkara

llam

Meryusun data bul snan statistik dan grafik




URAIANTUGAS BATASWAKTU

1AM HARI KERJA

PENATAAN ARSIP PERKARA

Kepaniterasn Hukurmmenen ma berkas perkarain

aktif dari penrrud Perkara Lhk

Kepaniterasn Hukurmmencatat berkas perkarain

aktif (arsip perkara) kedalambuku agenda Lhk

Kepaniterasn Hukummengelorrpokan ansp
perkara sesuai dengan jenis perkara dan 3hk
tahunnya

Dhari
Meryusun dan rmenata arsip perkara yang telsh

dikelorpokan j enis perkara dan tahunnyakedalarr 10hk
box arsip perkara

Menata box arsip perkara ke rak besi Shk

Merrbuat dokurrentasi data perlara digital 5

Merrbuat sistermtemu kenbdi data perkara

Kepaniteraan
Huaurm

MBA PENANGANAN PENGADUAN

Setiap Pengaduan (5 apapun yang menenma)
wajib rmeneruskan ke rrej a pengaduan

Aparst PTUN

Menerirra dan mmencatat setiap pengaduan
1heri

Merrber tanda ter ma kepada pelapor

Meneruskan ke Panmud Hukurmuntuk ditelash
tertang kewenangan 7 beri

Meneruskan pengaduan kepada KPTUN setelah

dil skukan penelaahan kewenangan merrenksa Lheri

KFTUM meneruskan ke PTTUN atau ke Bawas

: 5 bari
sesua kewenangan

PetugesMe a
Pengaduan

Panrrud Hokum

Menerirra delegasi dan Bawas atau KPTUN
rrelakukan perrerksaan

Korfimmesi pengaduan

Kasifikasi pengaduan

Investi gasi B0 hari

Merrformnid asikan hasil perreriksaan dan
rekorrendzsi

Melaporkan hasil permerksaan dan
merekormendasi kepada Bawas/KPTLN

KFTLM

MBA INFORMASI

a Pelayanan Informad Biasa

Perrohon rrengisi forrrulir perrrohonan informesi
rmodel A

Petugas Inforarei mengisi register pemrohoran

Parnrud Hokum

Apabilairformasi yang dirrinta tidak termasue
informesi yang aksesnya merrbutubkan ijin dan
PPID Petugas Inforrrasi langsung meneruskan lJam
formruir permohonan kepada Pl

Fl

Petugas Informiasi | angsung rreneruskan formrulir




URAIAMNTUGAS

BATAS VWAKTU

1AM

HAR KERJA

PPIDmeminta B | untuk mencan dan

rrerrperki rakan biaya pengadaan danwaktuyang
diper ukan untuk rmenggadsan informrasi yang

dirr ntasertarmenyerahkannyakepadaPPIDuntuk
ditendatangani ddamhda perrmchonan diterima

3hkjikaditerima

FFID

Pl rrenyarpaikan perrbent shuan tertulis kepada
perrohon Infonresi dtolak stau diterma
perrrohonsn

Pl rrerrberkan kesemmpaan bag pemchon apabila
ingnrreliha tedebih dahulu informes yang

dirrinta, sebd um memutuskan untuk
rmenocendslean gt dakei if onresi terseb

Cdamha Perrohon menrutusken urtuk
rrerrpercleh fotocopy informes tersebut, Perrohon
rrerrbayar biavaperol ehan inforrres kepadaP
dengan merrber tandaterirma

1hk

Cdambd inforres yang dmintatersediaddam
dokurnen elektronik (softcopy). A pada heriyang
sararrengrinkaninformres tersebut ke erreil
Perrohon atau rrenyirpan dokurren elektronik
vangdi sadiakan oleh perrohontanpamenungut
biava

hari itujuga

Pl rrenggandakean (fotocopy) i nformresl yangdirrinta
danrrerrberikan inf orrres tersebut kepada
Perrohon sesua denganwakduyangtermrua dd am
perrberitahuantertuli satau selarbat-larbanya
ddamjangeawaldu 2(dua) hari kerja sejak
Perrohon merrbayar bi ayaperclehaninformresi

2 heri sejak
merrbayar bigva

Fl

PPIDdapa rerrpenpanangw adu sebagainmena
dirreksud butir 12s=lama 1 (satu) hari kerjasgpabila
diper ukan proses pengsburan informas dan selama
3(tiga) har kerj ajikainformrres yangdminta
bervolure besar

perpanjanganwaktu
lhk

Lntuk PPIC diwil ayahtertentuyangdirmilild
keterbatasan untuk mengskses saranafotocopy,
jangkawakiu ssbagd rmenadirmeksud ddambukir 13,
dapat di perpanj ang selama paing lama 3(tiga) hari
kerja

perpanjanganwakiu
3untule daerah
terpend|

FFID

Setelah rrerrberikan fotocopy informmesi, Pl
merrintaPerohon menanda angani kolom
pererirreaninforresl daamreg ster permrohonan

Fl

b. Pelayanan Informasi Khusus

Permmohon mengs formuir B

Petugas|nforres mengs regster penrohonan

llam

1hk

Fl

Pl dibartu P mencan inforresi yang dimintacleh
Perrohon dan merrperkirakan biaya perd ehan
informesi danwaktuvangdibutublkan

Shi

Pl +F]1

Apebilainforres vang dirintatel shtersedia dan
ti dak rrerrer ukan ijin PPID Pat ugss Inf orrres
rrenuli skan keterangan rmengenal perkiraanbiayva
perolehaninformes danwaktuyangdibutuhlkan
penoaendaannvaddamformuir pemrohonan vana

Fl




NO

URAIANTUGAS

BATASWAKTU

|AM

HAl KHA

. Prosechr Keberatan

Keberatan digj ukan kepada Atasan PPID dengen
rrengsi forrrulirkeberatan

Perrohon irforrresi

Pl wajibrmencat 2 pengaiuankebaratan ddam
regsterkebaratan

PI mreneruskan kepada Atasan PRID

2hk

Pl

Atasan PPID wajib rrerrberikantanggepan aas
kebaratan dd ambertuk keputusantertulis

20hk

PRID

Atasan PPID rrenyerahkan keputusan ataskeberatan
kepada Pl untuk disarrpai kan atau dikin mean
kepada Perrohon

2hk

PI mrenyanrpaikan & a0 mengri rkan keputusan PRID

Ataan PRPID

Fl

Perrohon yang ti dak puas atas kepLtusan stasan
PPIDdapat rrencs ukan penyel esaian sengketa
inforrresi kepada Komis Inforrresi

14hk

Perrohon Informresi

L Laporan Tahunan Pertanggung awaban Pd ayanan

Infornmas

Pl rrelalui PPID rrenyusun, laporan pelayanan
inforrrasi untuk ditandatangani Atasan PRID

Atasan PR D menandatangani Laporan Tahunan
rutin

Atasan PR D mrelaporkan (merupakan ringkasan
dan laporan lengkap) serta rekorrendasi rencana
ti ndak lanjut peningkatan pelayanan informasi,
berupa hardeopy dan softcopy kepada sekretaris
MAR]




BATAS VUAKTLY

ANl 1AM [ ramkema PELAISANA
9B BAGLAM KEHFEGAMAALAN
PEIMNGKATAN PHUGH OLAAN DATA DAM INFORMAS KEPEGAWALARM
Mergelolasurat dinsspertingyangtelah didigpos g 1)=m 1 hk
KetuaPengadilan dan Panitera PTILM
Surat yang dten maSub Began Kepegawa an dan
dispos a KPTUN dan Paniterad agends pedabuou surs: 1)am 1 hk
rmi=alk
Surst-arst vang memarddian tindsk lamjut s
konsap, pengatikan dan koreks cleh Kepala Suh Bagan Z]am 1 hk
Kepecwsian
Mergrimkan surst yang telah ditandagtancan olek
KPTUN/ Panitera Sekretans bak meldul f=< macpur /2| am 1hk
Bag =an Lmiurn
Pergel o =snifile hakirm dan pegawsa PTILUN dil Soessnidean satizp har
Mercadskan  invertanssa  jumlah  data pegawa
(bezating) varng disusun Tahun Angosran, pangetikan 8/ =m 2hk
jumlzh data pegawa (bemetingd dan koreks oclek
KaaubbagkKepegawaian (setigp Sbulan sakali) Sub Beg
Paryusanan deftar unkt kepandagtan (DLK) disu=on a 1 hk Kepegawvaian
pada=kdhir tahun anggaran J=m
Meryusan Datar Unuat Seni oritas (DIUS) Haldm PTIUM sesuE kebubuhan
Pembustan lembaan skeens deftar hadir dan deftar cetize hari
pul angHsala m dan pegawal PTLM 1= hEn
Perekspan sbsana Falam dan pegawal kanyawat PTUN
- Pargurmyouilan Daftar Abssrs dan pengeb kan hasl 10)=m 2hk
- Kordeos oleh Kasubbag Kepegawaian 2| =m 1 hk
- Paryarahan ralage abhesans lagoada bagian keusngan E 1 hlk
Pernbuztan S sk m pengawss bidamg PTUN seom kebutuhan
Pambuztan jsdwal piket para pegaws sstisp 2 ( dum)
buan sskail, disslesmbkan (selama ini sub bagan
kepecavain tidsk membugt jadwal pikat pegawa 1)=m 1hk
kearena sudsh PTUN PLK sudsh memili i sstpan sehaca
pen) = piket)
PROSES PENGUSLLARM KEHAIKAN PAMNGKAT
Mereliti ke engcgoan barkas usd an, pengatikan usdan
can koreks Kea bh=nKenermwsi=n 3Jam 2 hk
Proses penomoran dan pegriman berkas vang surst 1)am 1 hk
Lz snrva telsh dtandstanosni oleh KFTUN Paniters
Kendkan Pangat Reguler
Meryusun daftar haam dan pegawa yang gkan nak
pangkat selamal (s==tu) tahun, dibugt pada akhirtabon 3 am 1hk
dan d sl essikan selama;
Pgﬁg:npulmdztapaﬁdmurg uzd = kenaikan pangkat 8 am 2 hk Sk Eag
diszle= kan s=lamz Kepecanwsian
Mergusd kan usal kerai kan pandgkst 2)am 2hk
Koreks oleh Kasubbag kepegawva an terhadap usdan > 1 hk
kenaikan pandd regd er selamsg Jam
Kenadkan Pangat Penyesud an lzasah
O bt tel =sh disslessikan =g ang S)am 2hk b
. B=g
Mergusd kan usul kerai kan pandgkat ke PTTUMN 2Jam 1 hk Kepegavaian
Oilakkan Bapernakat dil csangoan 1)am 1 hk
Pergetikan uaulan, korelks oleh Keaubbag Kepecpwaian 2] am 1 hik
Mergrimkan usdan kenalkan pangkst yvang telah Sulz EE'Q
ditandatangani oleh KPFTUM ke Sskretans MARI dan ke 2] am 1 hk Kepegavaian
i nen Badirmi bun melalul KPT PTUMN

3. Sub Bagian Kepegawaian










Kenakan Pangat Pilihan

Membusttelashan 2Jam 1 hk Sk Bag
Mergusd kan usul kerai kan pandgcat ke PTTLN 4] am Shk Kepecgwsisn
Di | sheuican Baper skoat: dil desangoan sesim kebutuhan | 1M Espensa
Pergetikan uaulan, korelks oleh Keaubbag Kepecpwaian 2] am 1 hik
Mergrimkan usdan kenaksn pandkat yang telah b EE'Q
ditandatangani oleh KPFTUM ke Sskretans MARI dan ke 2] am 1 hk Kepegawaiar
i en Badimi ltun melaluil KPT PTUMN
Kend kan Pandgat Pengabdan
Pergurnpul zn ceka ol 52l es=ilan salamix S = 2hlk
Mergusd kan usd kenaikan pangcat vang ditenma dan 10)am = hk
PTUN ke PT TUN Sk Bsg
Pengetikan dan koreks oleh Kesubbagkepecgavai an 3 am 1hk Kepecawsiar
Mergrimkan wusdan kenakan panckat yang telah
ditandatanceni oleh KPFTUN ke Sskretans MARI dan ke 2] =m 1hk
O nen Badimiltun
3 KHE-AIKAL GAJl| BERKALA
Meryusun daftar hakim dan pecawa vangakan na k ol
bperkelm seti s skhir tabun B)am 2hk
Pembustan SK kensikan G berkaa dibust 1 buan > 1 hk Sk Bag
sebalum tmit kenakan cail berkala J=m Kepecmwaiar
Di=mpaikan kepada yvang berssngatan, pembust 1 1 hk
daftar geiu dan d masukkan ke file vang berssndodtan Jam
4 MUTAS HAKIM DA PEGRWAL
Membuat surat pen ritah melaksnskan tugess dan surst 3jam 1 hk
penrtsh menduduk jabatan b
Disampaikan kepada yang bersangatan, pembus Kepegc_bfga'
deftar cmil, KPPM dan dimzskkan ke file varg 1)=m 1 hik
berssndatan
5. USLA_ | ABATARM
Penelitian dolumen dan d bustkan ted sghan 1Z]am Shile Sk Beg
Kepecgwaian
Oilaksukcan Bapernakat dil desandoan 1)am 1 hk Tim Beper Sa
Mergrimkan veul pera un yangtelsh ditandatangani > 1 hk Sk Bag
oleh KPFTILM, Diti en Bad miltun stau Sekratan sHAR J=m Kepecgwalar
6. USLLPEISLE
Pengompulan data d | sodean sbulan sebelum yang 12]=m Shk sub B=g
Mergrimkan ueul pera un yangtelah ditandatangani Z2]am 1 hk Kepecgwalar
7. USLLAN TAMNDA PEHNICGHARGAARM SATYALAMNCANNA KARYA SATYA
Pengumpulan data untule hala m dan pegawal vangtelah satizp awa tahun Sub Bag
Mergrimkan ueulantancs penghargean Sabyslancana 2]am 1 hk Kepacgwaar
8. CIKLATY RAKIORY RAKER/BIMNTEK
Membust surat tugesbag hakim dan pegawa yvang 3)am 1 hk Sub B=g
Meryersbkan surat tuges kepadayang bersangoutan 1)am 1 hk KEPEWH-E"I
9, T HAKIM DA PEGRWAL
Pengetikan suat aki, permohonan ok dan pengeti kan 2]am 1 hk
=
Mercta padabuou sgenda ati 1]=m 1hk Kepegc_lfga'
Meryampa kan kepadayang berssndatan danarspfile 1)am 1 hk
10 HUKLMAM CASIPLM
Mermbuzt | gooran kepads Ketua 2] am 1 hk
Membuat surat tuges pemen ksan dan d ben kan 2)am 1 hike
tMermbuzt dan mengn m surst permangalan 1)am 1 hk Kepegawaiar
Pemernkssan oldh Tim Pamen ksa d | daikan sesm kebutuhan
Mermbuat | gooran kepads KPTUM sertati ndg am)ut 1)am 1 hk
11 CP3
Meryizpkan fommulirDP3, menyershkan padaAtassn 3lam 1 hke
Penaetikan DP3 8lam 3hk . SbBg






1. BENDAHAR A GAJ I/ PPABR BERNDAHARA PERNERIM A

[ o]

LRALAN TUGAS

BATAS VUAKTLI

HAR KEHA 1AM

PHAKSAMNAANATNGGARAT

A

Permi rntaan Gaji Indule

1

Menerima data dan desar perubahan el dai subag
Kepegawsian berupa 9K Mut=s, Kenaikan Pangest,
Kensilkan Gaii. dll

Mambust Datar Geii Pegawa mengounalan splikss
gaii (GPP) dan merwueun kd engapan data =i,
membust  faktur pgske (559 meambust Su=s
Pamyat==n paetanggung awvsban  Mutlae  (SPTIM),
mamkbust  surst Pamintssn Pambayaen (SPP),
menandatangani dafta gEi print dai splikes GPP dan
meryershlkean kepads KPA dan Bendahaa Panga uarar
Uitk O tandatsnceni

Z2hle

15Menit

PRAER

30Menit

PPAEP +
BENDEHARA
PENGELIIARAN +
KP& +PPK

Mergamkil Daftar Gaii Hasl Print dan Aplikes GPP,
Faltur Pg=k, SPFTM, SPP sstdd 3h ditandatangani KPA
dan BerdalaaPerod Laran

Meryershkan SPP, SPTM, S5 dan Oaftar Gai kepads
Peigbat PencoLii SPR Peisba Penardatancen M

lhke

1OoMenit

PPAEP

EMerit

PRAER + PP

Memerima Kembdi Berkas SPP dan 5P wang sudsh
dit srvrl=mrmresri oleh Peroiii SPRY P ansnvl = smesn 5P

Mermbust BeritafcraRelkonsliza (BAR) Khusus Gsii

Llhle

SMenit

PReBEF

EMerit

PRAER

Mengeiukan SPM Gl kepacke KPPN dengen
kel englmpan barkas, barupa . SPM, Daftar Lampiran
P4, SPP, SPFTIM, SSFR GPP, MPWP  Bendshars
Pergeluzran, BAR Khuses Gobii, Berkss SK Muts=sS
Perubahan Pegaws, Mendspatkan Tarda Terims
Rekors|issi dan Pengessten SPM

1hk

1)am

PRAEP

FMenerima SFE0 dai KPPM (Maksmum 2 Minggo/t
tangoel 25 setelah penerimzan SPM dai KPPM dan
mervershkanrva kenads operator SEKPA

Llhle

1)=m

PPAEP

Ma gaikan pamotongan el dan ditusngkan ddam
daftzr pamotongan, mambust dafta cEiif pay roll vare
beriskan bagian oEi yag ditarik seaa tura (o=h)

cl=n dlirmzm ldemn ke rnsd merrmiss no releni i recavs

Z2hle

20Menit

PPAEP

10

Peryampaian Pay Rdl kepads Bank Satker (BRI ) barups
soft copy dan hard copy

Llhle

15Menit

FPRAEF

11

Membust dan memberd dip gaifindan ceil Kepack
Hekiim dan Pecawsi

lhke

15Menit

PPAEP

Parmi rtaan Gi Susuda' Kelarangan' Gai 13 Kenalkan
Gail/ Beras

Menerima data dan dessr perubsdhan ogai dai subag
Kepegawsian beupa SK Mutss, Kenasikan Pangsst,
Kenzilean Gaii. dll

Membust Daftar Gaii Pegawsl menggunslan splikas
g (GPP) dan merwuaun kd engapan data =i,
membust  faldur pgse (559 meambua Sus
Pamyatssn patanggung awsban  Muelas  (SPTIM),
mambust  surst Pamintssn Pambayaran (SPP),
menardstangan dafte gEi print dani s ikad GPP dan
meryershkan kepada KPA dan Bendahara Pengd uaar
L dvto ke T el = =nes=ei

Z2hke

15Menit

PPAEP

20Menit

PPABP +
BENDAHARA
PENGELARAN +
KP& +PPIK

Mergambkil Daftar Gaii Hedl Print dai Aplikes GPP,
Faldur Pgak, SFTM, SPP sstad 3 ditandatangani KPA
dan Berdaha=Perod ueran

Meryerahlkan SPP, SPTM, S5P dan Datar Gaii kepack
Peizbat Panodi SPPY Peisba Penandatano=n M

1hk

10Menit

FRAER

EMenit

PRAEF +FPFM

Menerima Kembdi Beras SPP dan 5P wang sudkh
ditardatangani ol eh Perguji SPPY P anandacangan 5P

Membust BaritaftcaraRelkonslias (BAR) Khusus Gaii

Llhle

SMenit

PPAEP

EMenit

PRAEP

]

Mengeiuken SPM Ggi kepada KPPN dengen
ke enckapan berkas, berupa @ SPM, Daftar Lampiran
SPM, SPP, SPFTIM, SSP GPP. WPWP  Bendshar=
Pengelusran, BAR Khusis Goi, Berles 3K Mukas/
Perubghan Pegaws, Mendspakan Tanda Taime
Rekorsilizsi dan Pencesghen SPM

1hk

1ljam

PRAEF

Menerma SF2D dai KPPM (Maksimum S5 hai kerja
s=tel #h penerimaan SPM dai KPPM dan menverahkan
kepads coerator SAKPA

1hk

1jam

PRAEF

Membuz dan mamber dip cEifindan el Kepads
Hekirn den Pecawsi

1hk

15Menit

PRAEF







Pearmi rkaan Ulana Makan Hadm dan Peoawa

Menerima rekepitulasl shssnd dai Sbag

Kepegawsian tisp tanggd 3 Apahila tanogd 3 libur,
mika rekapitul gsi sbsens diterima han beri latrva

Membus Deftar nomingkif Leng Maken seaua dengan
Ceftar Pekeapit uas Absens

Memasuken deta pengg uen uang maen berdasarkan
defta sbsen kedsam adlikesi GPP

1hk

15Menit

PRAEF

10Menit

PPRAEF

1S5Menit

PRAEF

Membuz Deftar Lang Makan Pecawa menoounakan
glikad oEi (GPP) dan menyusun kel endapan deta
LEng Makan, membug faldur pgsk (55P), membust
Surat Pamyatsen pertangoung awvaban Mutlak (SPTIM),
membug  surdt Permirtsen  Pembayaren  (SPP),
menandatangari defta Uang Makan print dai aplikes
PP dan menvershkan kepads KPA dan Bendshars
Penos usran Untulk Dit endatanceni

2hk

30Menit

PRAEP +
BEMDBHARA
PENGEIJARAN +
KPA +PPE

Mengambil Deftar Usng Makan Hasll Print dai Aplilkesi
PP, Feltur Pdd< SPTIM, SPP setdah ditendatangeri
KP4, den BendaramPencelua=n

Meryerakan SPP, SPT)M, S5P dan Ddatar Leng Makan
kepads Pesbat Pengudi SPP/ Pejsbat Penardatangar
SEA

lhk

10Menit

PPAEF

SMenit

PRAEP +PPEPM

|

Menerima Kembdi Berkas SPP dan SPM yang suckh
ditandatangari oleh Penguji SPPJ Penandatangan SPM

1hk

SMerit

PRABRP

Mengeiukan SPM Ueng Maken kepads KPP dengan
kel engepan berkas, berupa | SPM, Ddtar Lampiren
SPM,  SPP, SPTM, S5P. GPP. NPWP Bendahare
Penoglusren  den Penoesshan SPM

lhk

1ljam

PRAEF

Menerima SP2D dai KPPM (Maksimum 3 hai kerja
sstelah  penerimaan SPM dai KPPN dan
memvershlkannva kepeda operstor SAKPA

1hk

1jam

PRAEF

10

Mengambil Leng Malken Hekim dan Pecpwa se@s
tureif czsh, membagkean kepada Hakdm dan Pegaws
dan vang bersandastan menandatengani Datar Uang
Mekan.

1hk

30Menit

PRAEF

Parmi rkaan Ulano Dula (48U an Gai)

Menerima Sust Keterangen Meninogd dai Keluarge
Hekimn g auPeews Necer Sicil vaenameninoce

2hk

15Menit

PPRAEF

Membus Detar Ueng Duka Pegaws mengounskan
adikad gaii (GPP) dan meryusun kel engepan defter
cEil, membuzgt fadur pgae (55F), mambuzt Sust
Pamyatsan petanggungavaban Muklae  (SPTIM),
membug  surgd Pamirtsan  Pembayaen  (SPP),
menardstangen defta Ueng Duka Pegawa print dai
addikad GPP den menyerdhken kepada KPA dan
Bendehara Penceluaran Untuk Ditandatanceni

2hk

30Menit

PRAEP +
BEMDAHARA,
PENCEIARAN +
kP& +PPK

Mengamkil Oatar Ueng Duka Pegawa Hasil Print dai
Aplikesi GPP, Faktur Pgac SPTIM, SPP sstezh
ditandatanceni KPA dan Bendahera Pernoelug=n

Mermyverahkan SPP, SFTIM, S5P dan Deftar Lang Duks
Pecawsei kepada Pesbat Panouii SPRY Pejsbat
Penardaancen M

1hk

10Menit

PRAEP

SMenit

PPRAEP +PPEPM

Menerima Kembdi Berkas SPP dan SPM wang sudsh
ditardatangani oleh Penouji SPPf Penandstancen SPM

1hk

SMenit

PPAEF

Menoggiuken SPM Gei kepada  KPFPN dengen
kel enggpan berkes, berupa @ SPM, Deftar Lampiren
SPM,  SPP, SPTIM,  SSP. GPP. NPWP Bendahare
Pengelusran, BAR Khusis Goi, Berles 3K Mukas/
Perubdhan Pegawa, Mendgoatkan Tanda Terime

Di=lrmimeil i =mi Almim Dimim e el ©ORA

1hk

1ljam

PRAEF




Permi rkaan Uang Lermnbur

Membuzt : Sust Perirtsh Lembur, Membuzgt Defter
Hadir - Puang (Abssrsi Lermbur), Membugt Cater
Mormingif Lang Lembur dd an bentuk splikad GPP dan
Menggiukan  Sus Perirtah Lembur  urtuk
ditardatanceni

1hk

EMenit

PRAEP +KFPA

Menggiuken Catar Abssred Lembur urtuk
ditardatancan pecawa vanaker alembur

1hk

10Menit

PPAEF

Membus Datar LUeng Lembur Pegawa mengounskan
adikad gaii (GPP) dan meryvusun kel endepan defter
Leng Lermbur Pegawa, membuz faktur pgsk (S5R),
membug  Sust Pemystsan  patanooung awsbar
Muklgke  (SPFTIM), membug  sugt Pemintsar
Pembayaran (SPP), menandaancgan data Uang
Lermbur Pegawsi  prirt dai splikes GPP dan
meryeraikan kepada KPA den Benddhara Pengd uarar
Lintuls Di tandatanceri

2hk

30Menit

PRAEP +
BEMDAHARA
PENCEIARAN +
kP& +PPK

Mengamkil Data Uanglembur Pegawa Hasil Print dai
aplikes GPP, Faltur Pga3c SPM, SPP setdah
ditendstanceni KPA dan Bendahera Pencelugsn

Meryerghlkan SPP, SPTM, 5P dan Deftar UsnglLembur
Pecawsei kepada Pesbat Panouii SPRY Pejsbat
Penandaanoen M

1hk

10Menit

PRAEF

SMenit

PPRAEP +PPEPM

Membua BeritaAceraRekonslias (BAR) Khusus GSi

SMenit

PRAEF

Mengeiuken 5P Lang Lembur Pegawa kepada KPPMN
dengen kd engepan berkas, berupa . SPM, Ddter
Lampi ren SPM, SPP, SPTJM, S5P. GPP, NP'WP Bendahare
Pencgusen Surg Parirtah  Kerja Lemrbur  dan
Penossghan SPM

1hk

1)am

PRAEF

Menerima SP2D dai KPPM (Maksimum 5 hai kerja
s=tel gh penarimean SPM dai KPPN dan menyershkan
kepads coerator SAKPA

1hk

1jam

PPRAEF

Parmi rkaan Surda: Keterangan Penghenti an Pembayaran
(PP

Menerima bekes pindsh dei vang berssndotar
berupa: Fotocopy SK Pindsh dan Print oLt KP4 dai GPP
varabersandatan

1hk

15Menit

PPAEF

Membug Sust Pengentar den Mengeiuken kepads
Yang bersengotan dan Kuesa Pengguna Angogeran
urtuls ditendatanceni

1hk

30Menit

PRAEP +KFPA

Meryampsikan Pemintzan SKPP ke KPPM dengen
disertd berlas berupa: Fotooopy, KP4, Surat Pengenter
danAplikasi GPP stesnamapegawa yang pindsh

1hk

1jam

PRAEF

Sgelsh 3 Hai Keja menedma  persstujuan/
pengesaten KPP oleh KPPM dan Penghepussan dets
besse GPP vangbersandautan di KPPM dan Meryerahlkan
. SKPP, CO¥ADEK, GPP dan Dosin'File Kepegawsaan vbs
kepada YangBerssndoutan dengen TandaTerima

1hk

1)am

PRAEF

Penerimaan NeooraBukan Pa dc dani Bel aniaPeoana

Pemotongan lanceung PMERP oleh PPABPS Bendshare
Gaii di delam SPM. hinoce kelusr SPED dari KPP

lhk

1OMenit

PRAEF

Fotocopy SPM wang sudsh disshken dengen SP2D
disampsikan kepadaBendahaaPanenima

1hk

SMenit

PRAEP +
BENDAHARA
PEJERIMA

Menca’ membulkkcan SPM ke ddam Buku Kas Umum
BendshaaPenai ma

1hk

30Menit

BEMDAHARA
PEMERIMA

Meryampsiken Leporan PMEP ke BUA dan PTTUN

1hk

30Menit

BEMDBHARA




Penerimaan NegaraBukan Pg Jc diari Pencepetan

H | embdi BelarjaPuset Tahun Yanglalu (TAYL) (4230m)
Menerima Mencatat dan Membukukan Penerimasn DAHARA
1 |PNEP yang dissmpaikan oleh Bendshara Pengdluarar 10Merit EF?;\JERJWM
ke Dalam Buku Kas Umum BendsharaPenerima
Meryetor pung.tan PNEP ke Kes Megaramd du Bank . BENDAHARA
2 |yang diturjuk dengan mengounsken Surat Setoran 1hk SMerit PENERIMA
Bukan Paisk (S5BF)
Me alukan rekory mel sporkan selurih SSBP kepads | BENDAHARA
3 Petuges SAKPA 10Ment PENERIMA +
OPERATOR SAKPA
I Penerimaamn NegaraBukan P 2k dai Penanganan
) ParkaraPencadlan
Mencatat dan Membukukan Pungutan PNEP berups
Pendepatan Uang Mejgleges (423M13), Pendepatan BENDAHARA KEU.
1 Ongkos Perkara (423915) dan Pendepatan Kejaksarear 1hk OMerit PERKARA +
& Peradilan Lainrya (423119) yang disampaiker =N BENDAHARA
Bendshara Keuangan Perkara ddam Buku Kas Umum PENERIMA
BendsharaPenerima
Meryetor pungtan PNEP ke Kas Negarameldu Bank BEN
2 |yang ditunjuk dengan menggunaken Sura Satoran Shi 1jam PENERIMA
Bukan Paiak (S5BP)
Mel gkukan rekon mel sporkan seluruh 5S8R kepad: . BEWDAHARA
9 |petucss sakpa Lhk LOMerit PENERIMA
] Penerimaan NegaraBukan P 2 dai Tunhuban Ganti
) Riri
Bendshara Penerima menenma ars Kepl._tl,vaa" . BEN
1 |tertang TGR dan berkoordinas dengen pegawai yang 1hk 15Merit PENERIMA
mempuriva kewsaiiban TGRmel du hirarki vanoada
2 Menerima Pembayarasn TGR dai pegawa vang 1hk BMerit BEMDAHARA
mempurya TGR dan Memcatat dalam Bukwu KasUmum PEMERIMA,
Menyetor pungutan TGR ke Kzt Negara mddu Bank BEN
3 |yang diturjuk dengen mengounsken Surat Setoran 1hk 1)am PENERIMA
Bukan Paiak (S5BP)
BENDAHARA,
4 ';: dmkg}ﬁm”’r meleporken seluruh SSEP kepads 1hk 10Merit PENERIMA +
L= OPERATOR SAKPA
Il.  [PHAPORANANGGARAN
A Laporan Penerimaan NegaraBukanPg ek ( Buanandan
Triwadari)
1 Mel dekan Input data PNEP kedalamformat yangtela- 1hk BDMerit BENDAHARA
ditertukan oleh BUA MARI den Mencetarva PEMERIMA
5 Meryampaikarrya kepada Pansek mel du hirarki yang S Merit BENDAHARA
ada Lrituk ditandatanceri m =N PENERIMA +KPA
3 Meryampaikan Laporan PNEP mel du Bmal dan Surat 15Merit BENDAHARA

kepads PTTLN dan BUA MARI

PEYERIMA




2  BENDAHARA PERNGH LIARAM
O LRAIAN TUGAS BATASWAKTLI
1 P desanaan Anvggaran Bel any aPegava HAH KERJA J.AM PELAKSALA
J. Parmintaan Gsji Indue
. . . PRAEBFR +BEMD
1 Menardatangan Oatar Gaii Induls, S5P dan SPP 1hlk 1OMenit PEN GELLIEREMN
. . PRAEFR +BEMD
2 Panandat anganan Oaftar Pemotongan Gaii dan Pay Rell 1hlk 1OMenit PEN GELLIEREMN
B Pamintaan Ggi Susula Kedarangay Ggi 13 Kenakan
Gai/ Reras
1 Menandatangani Datar Gaii Suedlary Kelurenoay Gg i 1 hke 10M enit PPLER +BEND
1 Kersilkan Gaii/ Beras, S5P dan PP PEN GEILILRARN
Menandatancgani Cale urtulk Pencambilan Uang Makan
2 dan Membag Usng Maan seaua dencen bessranvarg 1hle 1OMeanit PRAEP +BEMD.
Flitarirmizmla HalAd redlos Porcsesi PR GELLICBAM
[ P Ae=naan Arwrar=n Bel and aRarann
1. Penas uan Uano Persed aan (LF)
Mergeiudan pamintsan Katu Pencawesan (Karwese) ke
1 KPPM ssbaga partancoungawsban K= di Bendaharz 1 Hk 20Menit EEMD.
Percelusran ssbagd syara ddan pencEuwan Uang PEGELIERSMN +
Persad ==n (LF) KPS
M ermbst Sust Pamystsan Penggurean  Uang
= Parsad ==n, Membuzt Surst Pari rtsh Pambayaran (SPP) 1 Hk 1j=m EEMD.
LUeng Parsed==n dan Mambust 5P P dencan PEGELIERSMN +
rmenccunsoen 2ol kesi P KPa
Merywershkan Su=st Perirtsh Pembayaran (SPP) dan
Surat Perintah Mambayar (SP) besarta kel endapan- . e
2 rya kepada Pejabat Pangdji SPPY Penandstanganar Lhie SMenit F
SPr
Mergrimkary Mengaivkan SPM P kepack KPPMN BEND
4 dencan kd engapan berupa | 5P dan Suat Pamyatar 1 hike ljam
PENGEUERARN
= Pencouirssn LP
= Mererima SP2D dai KPPN dan Mencatat Pener maan 1 ke 1j=m BEMD
20 LP ke dalzmn BEL pedlasisi Parmen misen PEN GELILRAR
1. Pervasiuan Tambsahan UanaPersed aan (TUF)
Membuat © Sust Permmnohoran Parmmirtaan Tambahan
Uang Persed ==n, Mambuat Sust Rind an Panggunssn BEMD.
1 Tarrbahen Lang Persaed ==n (TLP) secraniil dan detsil, 1 Hk 20 Menit PEMGELLILRAMN +
Membuat Sust Pamyatsan Panggursan TUP, Membust PP +KPA +
Su= Parirtah Parmbayaan (SPP) Tambsban Lang PPSPr
Persad s
Meryarahlkan Suat Perirtah Pembayaran (SPP) dan
Surst Perirtah Mambayar (SPM) besarta ka endapan- , PP
2 riya kepacs Pejsbat Panodji SPPY Penandztangsnar Lhk SMerit a
SPr
Mengrmkary Mengeivkan SPM TP kepada KPPN
dencan ke endapan berupa 1 5P, Sust Parmchoran
3 Parmirtssn Tarbaban Uang Pasadizmn, Mambost 1 Hk 1j=m BEMD.
Surst Rind an Penggunean Tarmbaben Usng Parssd == PEN GELLIBRAMN
(TLP) sacradil dan detsil, Mambuat Sust Paryatasn
Perncrirssn
a Mererima SPED dai KPPMN dan Mencatat Penerd mssn 1k 1j=m BEMD
SPo0 LP ke dalam BEL) pedasis Pener msen PEN GEILILRARN
Caratan: Tambshan Lang Persedizan (TUP) dapat dilakukan spabila Uang Persadisan (LP) vang adati dalo menaulapi
urtk membi ayal keg stan yang skan dilaksaraloan dengan kdendoapan berlas: SPM, SPP, Surat Pemyatsan
Pencoursan TP, Surst Rindan Peragunaan T
1. Penoaiuan Gatd Uano Persediaan (GUP)
Trarssks Pancgadsan Baang | ssa dicatat berdsssan . . . BEMD
L buicti uencEdE;hﬁd lbarzno iag.r cJAi Bl Kas Urmum Seti=p Transsks 15Menit PEN GELUSRAN
= Mal goubkcan Pamungutan pg s dan menyetorkannya kel 1k 1j=m BEMD.
B=nile clermemn bkt sstor (558 PR GA LIRS
Meal goubkcan validas S5P dencanrindan : S5P° dicopy dan BEMD.
! dilecgisir PPK, copy S5P vang dilecdisir, di bawva ks 1hk 1llam PEGELERAM +
KPPM wnth civd iclesi (Bacisn Bank Pos) PPt
a Mercatst trenslkes ke ddan Sust Patanoggung- 1 hle 20 Menit BEMD.
| awvekan Belania (SPTE) sesud ked atan PEYGELLIERAM
Meryarahlkan SPFTE GUP vang telah dikdompdar
seaus dengen Mata Anggaan vang ada di ddan DIPA ke ) BEND
s lkeepada Peizbat Pambuat Keomitmean  wurtuk 1 10Menit PE\JGE;;{_R_N +
ditardatarceni
Membust Sust Perirtsh Pembaysan Garti Usng Fle ) =1= ]
& Parsad == (GUP) dan Srst Perirtah Marnbaysr (SPR0 1 15Menit PEM GELULRAN
Meryaahkan Su=st Perirtah Pembayaran (SPP) dan
L N T L T Y T Y B,







V. Pencaiuan SPM Lanoaunall S

Mererima Taghan dai relanan dilampin @ Kutans,

Faltur Pgd:s, S5P PPH dam PPN, Fotocopy MNPWP 1 hike 20 Menit PEN ;._\LIJE—)R—N
Felesiran. Fotooooy Belkenina Koran Beksren

MembLat | Ringkssan Kontrak, SPTELS, SPP LS dan 5P 1kl 15 M anit EEMD

LS dari zolikssi SPM PEN GEILILRARN
Meryeahkan Su=st Pertanggungawsban Bdanja dan BEMD.
Rirghzemn Kortrals urtuls ditarnd=starcmni olah Pejsba 1 hike 20 M anit PEMGELLILRAMN +
Permnbuat Komitrmen PPk
Men}rerﬁ'uka;_l S I:::Pgi r'Ed"u F':Ial;nbarErEl:'uEI (nglzpdm

Sur=t Perintsh Mambayar (SPM) besarta =2l Eatl . FEPM
rya kepada Pgabat Pangdji SPPY Penandatanganar Lhk SMenit P

S

Mengrimkary Mengeivkan SPM LS kepada KPPN

dencan ka engapan barupa : 5P, Ringkesan Kontralg 1k 1j=m EEMD.
SEF PPN dan PPH, Fotocopy MPWP, Fatocopy Reloening PR GELLIERAMN
Koran

M ererirma SP2D LS dari KPPMN cen Merncatast Pener mizan 1kl 1)am BEMD
SO Slrm b = B4 | memeds i s Pamariresme j=i= Al =R A =T
V. Penas uan 5P Hihil

Trarssks Pengad=an Baang' | == dicsts berdasskan 1 hle 1S Menit BEMD.

b deti mencecl==n haranod is==di Bulag KssLrmomn PAMGA LIRSk
Mal doulcan Pamungutan pg g dan menyetorannya kel

Bank dengan bukdi sstor (55P) dan apsbila dai Uang 1k 1)=m =1= ]
Parsed==n Tassbu =ds s== mala disstor dencgan PEN GELLBRAMN
rmenocnsgoan buldi setor (S5BP) 815111

Mal goulcan validas S5P dencanrindan ;| S5P dicopy dan

dilecglisir PP, copy S5P vang dilecglisir, di bava kel BEMD.
KPPM urtlk divdid=s (Bagian Bank Pos) dan Apabilaads 1hk 1llam PEGELERAM +
si=m Uang Persedi=mn (UP) Ma doukan walidas SS5BP PP
dercemn i nd=m - S5EP dlicors d=n cil | ecsl

Menctast trensks ke ddan Sust Patanoguang 1 ke 0 M et BEMD.

| swaban Belania (SPTE) seaud ked atan PR GELIERAM
ME"I}-’E‘:thﬁ SFTE GUP yang tElEEsa 3ik§|énmpd<a' BEND
segls dengan Mata Anggersn yvag i an DIPA . o
lkeepada Peizbat Pambuat Keomitmean  wurtuk Lhk 10Menit FEN %_R_N +
ditsrd=tsres=ni

Membust Sust Parirtsh Pambayaan Ganti Lang 1 hle 1S Menit BEMD.
Persed s=n (GLP) dan Surst Perintah Membayar (SPMD PR GELLIERAM
Meryarahlkan Suat Perirtah Pembayaran (SPP) dan

Surat Perirntsh Meambayar (SPH) beserta ke en - . e
riya kepacda Pejzbat EF'ber'u;;,l.,lji SPPY Paﬁmdztg':;gﬁa’ 1hi SMerit P

P4

Mengrimkay Mengeivkan SPM Nkl kepada KPP

dencan kd engapan berupa | 5P, SPTE, Fotocopy S5F BEND.
vargaudsh dilegdisirdan divdidss dan Fotooopy SSEP 1hiks ljam o MR—N
warg suckh dilecglisir dan divdidss spsbila = 5=

LenaPersed ==n

Mererirma SP20 Mkl dai KPPMN dan Mencatst Peneri - 1k 1j=m BEMD
mizen SP2DMik | ke dalam BRU padasisi Penen msen PEMN CELLARAMN
Catatan: Kelendkaoan Berkss : M. PP SPTE. Fotooooy S wvanasudsh divali desl den Fotooopy SSEP vanasudsh
V. Tubo BulasKasUrmasm Bud anan

Seti transks keusngan dibukuksy' dicstst ddam . . . BEMD.
Bk e L Setisp Transsks 15Menit PEN GELLISRAN
Meryerahlkan Bulku Kas Unum kepada KuesaPenggure

Angepran urtulke dildodan pameriksan . Diperikss EEMD.
penctaEannys, kesesmian pambuiuan dengan buldi 1hk 1llam PEGELIERSMN +
penceluaran dan bukti setor, O periksa seausian s=ldc PP +KPA,
le=s clen uaratuna

Satelah sermua sudsh sesua maka Buku Kss Lmum BEMD
ditardatarcani olaeh Kiees Peancgure Angoeran dan 1 hike 20 M anit PEMGELLILRAMN +
BenceharaPeroeluzran KPP,
MembLat Berita AcaraRekorsilias (BAR) sesus dengan BEMD.
formrna BLUE MAR dan ditardatangani oleh KPR dan 20 M anit PEMCGELLIERAN +
Bendshara Peroelusan 1hk )

Mal gporan Baritascas Pekonsliza (BAR) kepacks BLIS 20Menit BEMD.

r LRI PR AR LIRS
M. Laporan Pertanggung aveban (LA ) Bendshara

Pervceluaran

Seti transks keusngen dibukukay' dicstst ddam . . . BEMD
Bkt Bartus cen Bl Eee Ui Setizp Transsks 15Menit PEN GELLISRAN
Mengnput data transks keuangan keddam forma

leporan  Peatancgurgawsban (LP)) Bendsharsg] & ke 1)am BEMD.
Percelusran seaual wang diterima dai Kemerkeo PEMGELLIARAMN
U=C=2H

Meryampaikan LP) Bendshaa Pengelusan yvarg BEMD.
ditardatangani  oleh Bendehara Pengeluaan dan 1hiks SMeanit PENGELLSRAMN +
dileetzhu oleh Kusss Pengoguna S rogers=n kepads KPP KPP,




Pel dsanaan Angparan Penariimaan Negaa Bulan Pk
(PrEF)

1. PNEP dari PendapetanKembd i Bl arjaPuse Tahn
AnccaranYanalauw TAYL (4239 1)

Bendshara Pengeluaran menyampakan pengembd iar BENL.
belanja pusst TAYL kepada Bendshara Penerim: 1hk 15Menit PENGEARAN +
menoounakan buku cata an setoran BEND. PENERIMA
Pertanggungjawshan DimulaTun awgen uaus

Kinerial Permuneras

Menerima Releapitu a8 dan Deftar Hadir dai Subbagan 1hk 15Menit BENL.
Kepegawaian PHYGHLIARAN
Membust Surat Pengentar, Daftar Tanda Terimz

Tunjangen Khusus Kinerjaberdasarkan Rekapitu = dan BENL
Deftar Hadir dai Subbagan Kepegawaian Kutans he PENGELUARAN +
pertanggungawsban distss materal Fp 6000, Surat 1 Ljam KPA +Kasbbag
Pertanggungawaban Mutlde (SPTIM), dan Fotocopy Kew
Deftar

Meryershkan Deftar Tanda Terima Tunjangen Khusue SHLRLH
Kireria kepadaPecawai urt uk ditandstancani Zlam PEGAWA
Menandatangeni  tanda terima turisngan khusus 1hk

kinerjg pertanggungawsben dimuka Kutans dan 15Menit KPA TKETUA
Suret Pertanoundiawaben Mutlak (SPTIM) PN
Meryusun  berkas Pertanggungawsban D Muks

Tunjangen Khusus Kirerja  (Remurerss) dengen

kel engkapean berupa : Surat Pengentar, Tanda Terimz 1hk OMenit BEND
Tunjangen  Khusis  Kirerjg  Pertanggungawsban PEN GELIJARAMN
Dimukes Kutans, Suret Pertanggungawsban Muklak

Rekapitul s Deftar

Mengrimkan Pertanggungawsban Tunjangen Khusue 1hk 1)am BEND
Kireria ke PTTUN | skartadan Biro Keusnasn BUA MAR PENGELUARAN
Menerima Tareher Dena Tunjangen Khusus Kirerja dan

Bendshara BUA MARI, Menandatangani cek bersamsz

Kussa Pengguna  Anggeran  urtuk  mentransfer , BEND
Tunjangan Kkhusus Kinerja Memirtaprint ol rekering oMentt PENGELUARAN
koran Gro dan Mertransfer Tunjangan Khusus Kinerjs 1hk

ke Reken

Memfotocopy  print ot rekening  koran dan

Mengrimkarnyamal du pos ke PTTUN dan BUA MAR] . BENL
bersamaan  dengen  Berkas  Pertanggungawsban 15Menit PENGELARAMN

Gi mukaTuniancen Khusus KirneraBulan Berlatrva




3. OPERATOR SAKPA/PH APORAN ANGGARAN

BATASWIAKILI

NO HAH KERJA |AM
A Laporan DetaAlokad Ancparan Bd anjalancpnianLishnik
Petuges Pelgporan menerima Fotooopy SP2D dan SPM LS .
1 Permbayaran Rekerinaligrik 1hk 15Menit STAFEBLL
Mengrput data rekening li drik kedd am formmat yangtelah STARKELL +
2 ditertukan dan mencetakrya serta menyampakan kepads 1SMenit KASLERAG. KELJ
Pansskmelau hirard vanoada 1hk
Meryampakan Laporan Data Alckas Anggeran Bdanjz A
3 Lenggenan Ligrikme dui email dan surat ke MARI 15Menit STAFIKEU




Laporen Redli s Ancpran (LRA)

Petuces Pelgooran Keuangen menerima daa dai Bendahars

Pengeluaran, kemudan mengrput dda rediss sesua . BEND.

dengen formet yang teleh ditentuan oleh BUA MARI dan| 'K DMentt ) PENGEUAAN +
OPERATOR SAKPA

mencetakrva

Menyampakannya kepada Pansak meldui hirald yangada 15 Menit OPERATOR

urtuk dtendetancan 1hk SAKPA

Meryanpakan Leporan Redisas Anggeran meldu Bmall 15 Menit OPERATOR

den Sura: ke PTTUN SAKPA

Laporan Redli sad Anggaran (LRA) UrtukSidem Alantand

KuesaPenonunaAnaaran

Petuges SAKPA mengrput setign SPM dan P20 yang| Setigo Menerma 15Menit OPERATOR

dikeluaken KPPN padaalikas SAKPA SPI/ SPED SAKPA

Petuces Sistem Informasi Margiemen Akurtang BarangMilik OPERATOR

Mecgra peda awd buan meldakan rekorsliad intemd| 1hk(maksima SAKPA +

satuEn kerja dencen Petuges SAKPA dencgen caramendrnim|  Td 3tig FMenit OPERATOR

deta AMAK BMN ke alikasi SAKPA dan memcocokan datal  buannyd SMAKEMN

SIMAK BMN dengan SAKPA

Apahil a data antara SAKPA dengen SIMAK BMN telah sama 15Merit OPERATOR

miskaPetuces SAKPA mencetaknva 1hk SAKPA

Membua Pencertar untuk dimintakantanda tangan Panssk 15 Ment KPR

sl dau KPA melaui hirarki

Mengrimkan SAKPA ke KPPN dencen kelendcapen berkae

berupa : Sura Pengarta KP4, Neracs Leporan Redisasi| 1hk(masimal OPERATOR

Angeeran (LRA), LRA Belanjg LRA Pengembalian Bdlanjg RA|  Td 10tisp llam SAKPA

Pendgpatan MNeggra dan Hbeh [RA  Pengembdian| buanryad

Pendapaian Negaradan Hbeh ADK benupafile

Relonsilizsi/ Penyameen Data dengen KPPN gpebila telah OPERATOR

sama dibuatkan Berita Acara Rekonsilias, gpebilatidaksama 1hk 1Jam SAKPA +

mieka harus diperbeiki data SAKPA SMAKBMN baru direkon KASLERAG, KL

lag sampal data Satker dan KPPN sama '

Apehil a teleh diterima Berita Acara Rekonsilizsi maka dda OPERATOR

SAKPA dan SIMAKBMN satker dikirimviaemal ke Pengadilan 1hk 15Menit SAKPA

Tingka Band ngyang diturjuk sebagsi korwil

Leporan Triiwulanen PPN 39Tahwun 206/ BAPPHIAS (Form

A

Petuges SAKPA mendrimkan daa LRA kepada Petuges .

Pelznoran PP No, BTaun 2006/ BAPPENAS Lhk(makma | =Ment OPEFATOR

Pengrputan data LRA SAKPA ke ddam spliked PP 38Tahun|  Td dtigp

206/ BAPPENAS Form A dan menyampakan kepadaPejabet|  triwularnys) AMenit OPERATOR+PPK

Pembua Komitmen (PPK)

Mengrimkan Form A ke PTILN meldu emal dan s

setelah  Lgporan Triwulan PP No. 39 Tehun 2006 1hk AMenit OPERATOR

ditendganceni oleh Pei sba Pembud Komitmen

Laporan KeuancgenSeme<ter | danll

Petuges SAKPA dan SIMAKBMN mengrimkan data hasl OPEFATOR

1 klr

TE hd mmit







M el dadcan perba ken apehila Konsep Leporan Keuangan ada
kesdahan sampa Konssp Lsporan Keusngen menjad
Laorsn Keusnoan

2hk

Slam

OPERATOR
SAKPA +
KASLBBAG, KB

Mengantarkan Leporan Keuangen Yang sudsh Benar beserts
Surat Pengartamya urtuk  ditanddangeni Paniterdf
Sekretais

1hk

15Menit

OPERATOR
SAKPA

Mengirimkan Leporan Keuangen ke Pengedlan Tingkat
Bandng yang ditunjuk sebacai Korwil dengen kelendkapan
berkas : Suret Pengarta, LRA Semederan Laporan BMN
(intrekomptabl e, estrakompteble dan gabungan), Catatan

Rirgkasan Barang Milik Megara (CREMN],

1hk

30Menit

OPERATOR
SAKPS

Laporan Tadunan Sduan Keria

Seluruh Petuges Pelgporan (PNEP, Keuangen, PP 39Tahun
206 dan SAKPA-SIMAKBMN menyampdkan daa-ddanya
kepadaPefuces Laporan Tehunan

1hk

30Menit

OPERATOR

Petucges Pelaporan Keuangen mendrput dda ke ddam
format yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung (Word
dan Becel) dan mencatarya serta meryampakan kepads
Keeubbag Keusnoen

3hk

Slam

OPERATOR

Mel gakan perbd kan spakila Konsep Leporan Tahunan ada
kesdl ahan sampal Konsep Laporan Tahunan menjad Laporan
Tahunan Sub Bagian Keusngan

2hk

Slam

KASL_BBAG. KB

Mengartarken Softcopy dan hadoopy Leporan Tehunan Sub
Bagian Keuangen kepeda Koordnator Pembustan Laporan
Tehunan Sstuan Kerj aveitu Panssk

1hk

1llam

OPERATOR

Pernbuatan Laporan Tahunan oleh Wadl Sekretai s dibantu
oleh para Kepd a Subbag dan PaniteraMuda meldui repat
koord resi Pembuatan Laporan Tehunan yang dilengkapi
dencen notulen repak yang dicatat oleh Petuges Laporan
Tehunan

1hk

Slam

WASE +
KAS_EBAG +
FAMNMLD +
OPERATOR

Mel dakan Perbdkan terhadyp korekd Laporan Tahunan
sehincoameniadi Laporan Tahunan

2hk

2]am

OPERATOR

Meryanpakan Leporan Tahunan Kepada PTTUN (softoopy
meldu emal dan hadoopy meldu rapet dimes yang
dilakuikean oleh PTTUN)

1hk

30Menit

OPERATOR

Laporan Kineria Inekand Pemerinksh (LAKIP)

Petuges Pelaporan Keuangen madakan input  dda
menyangast Kirerja Redisad Anggeran Sduan Keja
kedd am format yang telaeh ditentukan oleh BUA MAR] dan
mencetakrya sata menyampdkannya kepada Panssk
mel dui Hrarkd vanaada

1hk

2lam

OPERATOR

Mel dakan perbdlan apabila Konssp Laporan LAKIP ads
kesdahan sampa Konsep Leporan LAKIP menjad Laporan
Kinerialnetarsi Pemerintah (LAKIF)

Ahlk

Slam

KAS_EBAG, KB

Meryerahican Leporan Kinerja Instans Pemerintah kepads
Panisel urtule ditandstanceni

1hk

15Menit

OPERATOR

Meryampakan Laporan Kirers LAKIP Softcopy meldu
ermal dan hadoopy  dikinm kepada BUA MARI dan
Tembusanmvakenada PTTIUN

1hk

30Menit

OPERATOR

Sura Paide Tahunan {991) Pecana

Pengrputan daa berdssarkan Ggji Buan |aruan sampa
Desamber Tehun SPT terlapor dai miasi ng-missi ng pegaval
ke ddam aplikesi T dai Ditien Paigk kemenkeu R

1hk

2lam

STAFEBRY

Menogtak form 1721 A2 miasing-masing pegawal dan form
1770 SSmiad nckrmss na pensw s

1hk

1llam

STAFEBY

Meryanpdkan form 1721 A2 kepada bendshara uriuk
ditendatancen dan menyampakan 1770 S5 urbuk missing:
masinapegaws untuk dtandatancan.

1hk

15Menit

SHURH
PEGAWAI




5. Sub Bagian Umum



Administrad Taa Persuratan

B 1ol Ackrini i s Mol

Sarruasura dires yvangditujukan ke PFTLM diterirra
dan dibuka ol eh Sub Bagan Lrurmkeoudi surat yang
bersfa raesia

2]am

setizp har kerja

Surat vangditerirma diberikan tanda dan diagenda
padabuku agends surat, diberikan norror dan
lerrbar digpos =, dikoreks oleh Kepala Sub Bag.
Urrurmibkerrudi an disershkan ke Paritera

El=mn

1Hk

Sk Bag. Unrurm

Panitera rrensorti r surat untulk diteruskan kepada
KPTL

1=

1Hk

Panitera

KPTUM rmendispos 5 surst (keaudi Ketuadiness luar)

2]=mn

1Hk

KPTL

Surat vang sudsah didispos skan di distri busikaan
sesus dengan d sposid oleh st bag snurmurmpads
har itujuga atau pa inglaa

Panitera

Surat vangrrerred ukan jaw shavt anggepan rmesing-
rres nghanus sudsh djawals dtangogepi pEinglas

21] =

Zhie

sub bagan e re
lan==Ral=

b P ol Ackrini ™ el

Surat disgends dalarmmbula agerda surst keluar,
dilber norrer dan tangoEl peda han dantangge
terssbut 1isatul |l errbar, padapralaekryvabag an
bagian lsin mermberikan srsipryad bagan unum

2]=mn

1Hk

Perg rirman surat dil dadian rrelal u pos dan

dil sle=mirsloan satizp bari, sadangan surst-surat vang
sanget urgents penti ng diki irmmban itujucga rreld i
leuirir

2=

1hk

Perg rirman surat dil dadian rrelal u pos dan
dil sesmraloan

2=

sati = hari

Surat vang sngat pentingdiki irmrrel Aui posflounr

4=

har itulkena

Administrad Per engcapan

Percatatan Asetf Barang Mil ik Negara setizp ada
kedatan pengedsan Barang' | se= setelah
peryvershan | gporan dan KPA dan telah adamwva 5720
dan TPM dilskukan pencatatany penginputan ke
dalarmapli kasi SrMAK-BMM

35| am

& his

Percatatan Barang-barang Parsad san (ATKD

Blamn

Z2hi

b Bagian urur

Perresanan barang-barangpersadizan (AT vang
telah habi spersedi sanrva d pesanted el b dahulu

Blamn

3hk

Parrbuztan |lgporan ss=t ke aub bagan keuangan
(| spooran setizp adnir bu an)

35| am

3hi

Parrberan norror urut pandaftaran (KU B

49] =

7 hHe

Melgkukan opname barang setisp bu an

21 =

3k

Perrbuzt an Datar Barang Ruangan (DER)

21] =

3k

Perrbustan Kartu Imverntan s Barang (KIE)

14] =

2hk

Peryvusunan | sporan nersmssst ke sub bagan
leeuangan, dil sporkan setisp skdhirbu an

21] =

Sk

Merrbust |sporan barang rrl ik regara setiap
sarrester ke instans terksit

14] =

2hk

Setizp serrester rrelaiulkan raconslizs ke KPEM

14] =

2k

Melgkoukan opname fis k satisp serrest e

14] =

2hk

Perdat ==n baranginvertar s vang telah russkcdan
sudzhti dakcbisa dipakal urtulke diusullan

perchspusn

459] =

7 hH

Paryusanan pengsiuan persyer=t an rekormendss
percghapusan dar KPEML ssrrpai terbit surae
relkorrendssiry=

21] =

Zhie

Paryusunan persyarst an pengs uan surst keputusan
perchapusan dan Badan Unusan Adrn ni straa (BUE)
sea terbit surat keputusan penghapusanmva

21 =

Ik

Perpanjsngan P =k Kendarsan Operasiona rodaz
(duz) d=n roda 4 (enrpat)

14] =

2hk

= B s L o | s e

Sub Baglrrum






URALIANTUGAS

BATAS AKTLY

1AM

HAR K A

Administrad Perencanaan

Merghirmpun data kebut uhan AT dan ssana
perun) =ang kena dan Katus, Wak | Ketua, Panitera,
Panitera Penggant . Kepaniteraan dan
Kesakretanat antahunyang skan datang

21 Jam

Sk

Meryusun rencanaken stshunanyang berbubungen
dercan ssrenadan pressana

TO] =

10k

Meryusun rencanaken s dan prograniken a Sk
Bagan Lium seti g avwal tabhun

21] =

3hk

Sub Baglrrum

Kerurahtanggaan

Pelak=anzan tuges kerurrshtangoean dibedskan
daamd{erpat) keg gany=itu pengalolaan
perpustsksan, peraw 2any perrelihassn saEna
gedung kart or, pencgarrenan dan kebersihan
limgleurncen kst or

sesua kebutuban

b Baglrrurm

a Penga ol aan Perpustalaan

Mencat=t buku baruyang diten mada ambulkou
agenda, bukuinduk dan kepenorroran rrenunut
kel == fi kasi

S]=mn

1hk

Merrbust perencansan dan rmrengusul kan pengadsan
bk bukeu, undang-undang, peragiuran perren ritsh,
perturan deersh dan buku tentang hukurn serta bulkou
bukuyangada rel evana mya dercan ked nasan

S)lamn

1hk

Merrzust ctatan perm njaan buku del amibulku
perrn) = rEn

1l

1Hk

Melgkukan perrel iharsan, perawatan kd eks buku -
(=100

2=

1Hk

Sk BaglUrrurm

b. Peravvatan dan Permmeliharaan Sarana dan Prasarana

Perreli har=an gedung ses.m dengan kebutuban
dil sksarakan oleh pihak ketica

105] =

1Shik

Perawatan dan perreliharsan AC oleh Pilal Ketics

2 bl = ==kl

Ak Baglrrurn

o Kearmanan

Meryusun uraian tugss (job desoi ption) sstuan
pergerEnen setisp awa bulan

4=

1hk

Melgkukan pert emuan daamrengkasvalusa
pelsk==rzan tuges dencain st=F SUbk Bag Urrurnican
sstuan pengarranan s=tiap akhir bulan

2]=mn

1hk

Melgkukan pengortrolan lingoungan kantor,
dil sk=arekan oleh Petuges Pengarmanan dan 3 SUb
Bagan Lhum

satizp 2] am

Melgkukan koordi rea dengan Aparstur Kesmmaran
terkait (Pd res, Polssk, Kodirm) spsbila dipedukan

kilaperdu

Mengarahkan sermua taru urtuk rrelspor ke Piket

llamn

seti mp adatarmu

Melgkukan pengortralan sermuarunganken s
satelah jamkena, merratikan AC, listnk dan
korrputer yang mrea b rremyaa dan rrengouna pirtu
yvangbelurmteriuna dil erekan oleh stuan
PErcETTEEN

2]=mn

1Hk

Meryalakan larmpu di relarmbari diluar reengan
separlurya dil sksanakan oleh Petugze
Peraamanan

sesus kebutubizm

Mencatat dalarm buku bagl pegawal atau pihak
luar yarng rrelaksarskan kegiatan dilingkungan
kartor diluar jarmkena

sesual kebutuban

b Baglrrurm

d Keberdhan







URAIAMTUGAS

BATAS VWAKTU

1AM

HAR KB A

1. Kenyamanan | ingkangan Kantor

Merrelihara kebersihan lingkungan kartor

secaraberkaa3)am

Merrelihara kebersihan karmar mandi/ toilet dan
tersedianva air bersih vang mencukupi

seti ap hari

1hk

Ruang tunggu vang bersih, sejuk dan tercukupi;
Banghku pengunjung vang cukup:
Papan pengurruren dan meja inforrasi;

jadwal persidangan tenrasuk termpat dan wakiu
persidangan sudah terpasang sehari sebelum
persidangan drrulai;

Karrar mendi/ toilet yvang bersih,

secaraberkda2jam

Sub Baglrurm

2. Keamanan dan Kecd amat an

a. Pengameanan Umum

Petugas keamanan yang cukup ;
Pagar keliling kantor;

Terrpat parkir pegawai dantamu;
Close Circuit Television (CCTW);
Pengkortrol an lingkungan kantor.

secara berkala setizp
Z2jam

Tersedianya penerangan dirrelam han yang
memedai;

seti ap hari

seaud kebutuban

Berkoordnasi dengan Aparatur Keammanan terkait
(Polres, Polsek, Kodirm Koramil dan lainnya)

sesua kebutuhan

Larangan bagi pedagang/sal es urtuk berjualan di
lingkungan kantor

seti ap hari

seaud kebutuban

Sub Baglrrurn

Larangan bagi pedagang/sal es urtuk berjualan di
linglungan kartor

seti ap hari

sesua kebutuhan

Mengkoordinir petugas kearrenan dan petugas
kebersihan
Tarru sebel ummemesuki lingungan kantor,

khusus vang rmerrbawa robil kaca jendela harus
dibuka

seti gp hari

Sub Baglrum

b. Pencamanan Tamu

Petugasf sstuan pengarrenan (SATPAM) rrerreriksa
tamu;

Menerrpatkan parkirkendaraantarruterpissh
dengan parkir kenderaen pegawa/ karyawan;
Tarru tidak di perbol ehkan rrerrbawa tag/bungkusan

yangdienggap mencurigakanbag Petugss
Kearrenan dan harus dititipkan kepadaPetugas Fiket
dan disirpan padal oker vanatelah di sed dan

setiap dbutuhkan

setiap saat

b Bag Lrum




Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya Tahun 2015 antara lain :
1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Teknis (Non Hakim)

(terlampir):
- Panitera (eselon lll.a)
- Wakil Panitera (eselon 1ll.b)
- Panitera Muda Perkara (eselon 1V.a)
- Panitera Muda Hukum (eselon IV.a)

- Panitera Pengganti

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Non Teknis dan staf
(terlampir) :
- Wakil Sekretaris (eselon lll.b)
- Kepala Sub Bagian Umum (eselon |V.a)
- Kepala Sub Bagian Keuangan (eselon 1V.a)
- Kepala Sub Bagian Kepegawaian (eselon |IV.a)
- Staf



BAB Il
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Pembinaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya langsung
dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera/Sekretaris
dengan mengadakan Rapat yang dilaksanakan setiap awal bulan baik bidang

kesekretariatan maupun bidang kepaniteraan.

A. SUMBER DAYA MANUSIA
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
a. Ketua, Wakil Ketua, Hakim;

= Ketua 1 orang
= Hakim 7 orang

b. Pejabat Kepaniteraan:

» Panitera/Sekretaris 1 orang
»  Wakil Panitera 1 orang
» Panitera Muda Perkara 1 orang
» Panitera Muda Hukum 1 orang
» Panitera Pengganti 4 orang

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

a. Pejabat Struktural

=  Wakil Sekretaris 1 orang
= Kasub Bagian Kepegawaian 1 orang
» Kasub Bagian Umum 1 orang
= Kasub Bagian Keuangan 1 orang

b. Staf



» Panitera Muda Perkara 1 orang

» Panitera Muda Hukum 1 orang
= Sub Bagian Kepegawaian - orang
= Sub Bagian Umum 1 orang
= Sub Bagian Keuangan 2 orang

c. Tenaga Kontrak (Honorer)

e Satpam 3 orang
e Supir 2 orang
e Staf umum/cleaning service 5 orang

Jumlah pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebanyak 25
(dua puluh lima) orang yang terdiri dari Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
sebanyak 16 (delapan belas) Orang dan Sumber Daya Manusia Non Teknis
Yudisial sebanyak 9 (sembilan) Orang dengan rincian pangkat /golongan ruang

sebagai berikut :

1. Teknis Yudisial ada 16 (enambelas) orang :

- Golongan Pembina Utama Madya (1V/d) - orang
- Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) 1 orang
- Golongan Pembina Tk. | (IV/b) 1 orang
- Golongan Pembina (IV/a) 1 orang
- Golongan Penata Tk. | (Ill/d) 3 orang
- Golongan Penata (lll/c) 4 orang
- Golongan Penata Muda Tk. | (11I/b) 6 orang

- Golongan Penata Muda (lll/a) 0 orang



. Non Teknis Yudisial ada 9 (sembilan) orang :

Golongan Pembina (IV/a) 1 orang
Golongan Penata Tk. | (lll/d) 2 orang
Golongan Penata (lll/c) 2 orang
Golongan Penata Muda Tk. I (l1l/b) 4 orang
Golongan Penata Muda (lll/a) 0 orang
Golongan Pengatur Muda Tk. I (lI/b) 0 orang
Rekruitmen

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak pernah
menyelenggarakan rekruitmen penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
Untuk menutupi kekurangan pegawai, Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya memperkerjakan tenaga kontrak sebanyak 10 (sepuluh)
orang yang pembiayaannya bersumber dari DIPA.

Mutasi

Mutasi yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
selama Tahun 2015 diantara lain :

Mutasi Masuk

e ANDITIAWARMAN BASRUL, SH

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Rl Nomor :
215/Kep/DjMT/4/2015 Tanggal 30 April 2015 menjatuhkan hukuman

disiplin  tingkat berat berupa “ Pembebasan dari Jabatan Panitera



Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan
Panitera Pengganti dan menjadi staf pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Palangka Raya”.

Mutasi Keluar

e BERNELYANOVELIN NAINGGOLAN, SH

Berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 49B/SEK/KP.01/SK/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 alih
tugas dari jabatan lama Hakim PTUN Palangka Raya menjadi Hakim

PTUN Banjarmasin.

e ERNA DWI SAFITRI, SH

Berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 49B/SEK/KP.01/SK/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 alih
tugas dari jabatan lama Hakim PTUN Palangka Raya menjadi Hakim

PTUN Samarinda.

- Promosi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tahun 2015
melakukan usulan promosi jabatan berdasarkan Surat Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor : 474-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 15
Oktober 2015 perihal Struktur Organisasi Pengadilan, antara lain :

e Hj. HALIMATUSSA'DIYAH Z., SH

Diusulkan dalam jabatan baru menjadi Sekretaris PTUN Palangka

Raya.



GUNAWAN, SH

Diusulkan dalam jabatan baru menjadi Kepala Sub Bagian Umum
dan Keuangan PTUN Palangka Raya.

HERU PAMUNGKAS, ST

Diusulkan dalam jabatan baru menjadi Kepala Sub Bagian Umum
dan Keuangan PTUN Palangka Raya.

SALEHA, SE

Diusulkan dalam jabatan baru menjadi Kepala Sub Bagian
Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PTUN Palangka Raya.
WIWIK KRISNAWATI, S.Kom

Diusulkan dalam jabatan baru menjadi Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan PTUN Palangka

Raya.

Dan atas usulan jabatan tersebut diangkat kembali dalam jabatan baru

pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan Petikan Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 39/SEK/Peng.06.1/12/2015

tanggal 16 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,

antara lain :

Hj. HALIMATUSSA'DIYAH Z., SH

Dalam jabatan lama Wakil Sekretaris PTUN Palangka Raya diangkat

dalam jabatan baru menjadi Sekretaris PTUN Palangka Raya.

GUNAWAN, SH



B.

Dalam jabatan lama Kepala Sub Bagian Umum PTUN Palangka
Raya dan diangkat kembali dalam jabatan baru menjadi Kepala Sub
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PTUN Palangka
Raya.

e HERU PAMUNGKAS, ST

Dalam jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan PTUN Palangka
Raya dan diangkat kembali dalam jabatan baru menjadi Kepala Sub
Bagian Umum dan Keuangan PTUN Palangka Raya.

e SALEHA, SE

Dalam jabatan lama Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan diangkat
kembali dalam jabatan baru menjadi Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan PTUN Palangka

Raya.

Dengan adanya pemisahan jabatan panitera dan sekretaris pengadilan,
turut dilantik Panitera PTUN Palangka Raya pada tanggal 30 Desember
2015 berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris MA Rl No.

400/DjMT/KEP/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

KEADAAN PERKARA

1.

Sisa perkara tahun 2014, perkara yang masuk, putus dan dicabut pada
tahun 2015
a. Sisa perkara tahun 2014 berjumlah 8 ( delapan) Perkara (Formulir L1-

T12).



b. Perkara masuk tahun 2015 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) Perkara

(Formulir LI-T12).
c. Perkara putus tahun 2015 berjumlah 25 (duapuluh lima) Perkara

(Formulir LI-T12)

d. Perkara yang dicabut tahun 2015 berjumlah 3 (tiga) (Formulir LI-T12)
e. Sisa Perkara tahun 2015 berjumlah 7 (tujuh) perkara.

2. Perkara Banding yang diajukan pada tahun 2015.
Pada tahun 2015 banding yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya berjumlah 20 (duapuluh) Perkara (Formulir
LI-T12) dan Perkara Banding yang telah putus berjumlah 16 (enambelas)

perkara dan dicabut ada 1 (satu) perkara Banding.
Catatan : Ada 17 (tujuhbelas) berkas banding yang sudah dikirim ke PT

TUN Jakarta dan 3 (tiga) berkas belum siap dikirim.

3. Perkara Kasasi yang diajukan pada tahun 2015.
Pada tahun 2015 perkara kasasi berjumlah 4 (empat) perkara (Formulir LI-

T12) dan yang perkara kasasi yang telah putus sebanyak 7 (tujuh) perkara.
Catatan : Ada 4 (empat)berkas kasasi yang sudah dikirim ke MA RI dan

yang belum dikirim Nihil.

4. Perkara Peninjauan Kembali yang diajukan pada tahun 2015.
Pada tahun 2015 Perkara PK yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha

Negara Palangka Raya berjumlah 2 (dua) perkara (Formulir LI-T12).
Catatan : Ada 1 (satu) perkara PK yang sudah dikirim dan 1 (satu) belum

dikirim.

5. Permohonan Eksekusi yang diajukan pada tahun 2015.



Pada tahun 2015 Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh para pihak di
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berjumlah 6 (enam) perkara

(Formulir LI-T12).

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
Dukungan sarana dan prasarana ( fasilitas ) yang memadai merupakan salah
satu faktor pendukung pelaksana tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya. Adapun sarana dan prasarana yang berkaitan langsung
dengan pelaksana pekerjaan antara lain adalah :
1. Sarana dan Prasarana Kantor

Pengelolaan terhadap sarana dan prasarana gedung di Pengadilan

Tata Usaha Negara Palangka Raya terdiri dari :

- 1 buah gedung pengadilan yang berukuran luas 900 M2,

- 7 buah rumah dinas Hakim yang terdiri dari : 2 buah rumah jabatan
Ketua dan Wakil Ketua, dan 6 buah rumah dinas jabatan (Hakim).

- 3 buah Mobil Dinas yang terdiri dari 3 Mobil Dinas milik Pengadilan
Tata Usaha Negara dan 1 Mobil Dinas pinjam pakai milik Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dikembalikan ke Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah.

- 9 buah Sepada Motor yang semuanya milik Pengadilan Tata Usaha

Negara Palangka Raya

a). Pengadaan.
Pada Tahun Anggaran 2015 dalam DIPA No. DIPA-

005.01.2.578843/2015 Tanggal 07 Nopember 2014 terdapat

pengadaan barang dan jasa yaitu :



- Pengadaan Server
- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4
- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2

b). Pemeliharaan.

- Gedung dan Bangunan dan Rumah Dinas
- Kendaraan Roda 4

- Kendaraan Roda 2

- Perawatan Inventaris Kantor

- Perawatan Peralatan Instalasi IT

- Langganan Daya Dan Jasa

c). Penghapusan

Penghapusan untuk tahun 2015 tidak ada.

Rp
Rp
Rp

Daftar Inventaris Per 31 Desember 2015 Berupa :

Bangunan

. 40.000.000;
.250.000.000;
. 40.000.000;

71.425.000;
96.000.000;
28.800.000;
15.810.000;

1.500.000;
72.000.000;

Bangunan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

dibangun berdasarkan DIP Nomor : 063/XI11/3/-/1995, tanggal 28 Maret

1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya Rp. 443.200.000,- dan

dikelola sendiri oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Denah bangunan / gedung disertai keterangan adalah :

Ruang Ketua

Ukuran =9 x 4 = 36 M?

Jumlah Hakim =1 Orang

- Ruang Wakil Ketua
Ukuran =9 x 4 = 36 M2,
Jumlah Hakim = 1 Orang

- Ruang Hakim

Ukuran = 13,5 x 6 = 81 M2,

Jumlah Hakim =5 Orang

- Ruang Panitera / Sekretaris



Ukuran = 3,5 x 6,4 = 22,4 M?.
Jumlah Pegawai = 1 Orang
Ruang Wakil Panitera
Ukuran = 4,5 x 5 = 22,5 M2
Jumlah Pegawai = 1 Orang
Ruang Wakil Sekretaris
Ukuran = 4,5x 5 =225 M2
Jumlah Pegawai = 1 Orang
Ruang Panmud Perkara
Ukuran = 67,5 x 6 = 40,5 M?.
Jumlah Pegawai = 4 Orang
Ruang Panmud Hukum
Ukuran = 6,75 x 6 = 40,5 M?.
Jumlah Pegawai = 3 Orang
Ruang Kepegawaian
Ukuran = 6,75 x 6 = 40,5 M2,
Jumlah Pegawai = 1 Orang
Ruang Umum

Ukuran = 6,75 x 6 = 40,5 M?,
Jumlah Pegawai = 3 Orang
Ruang Keuangan

Ukuran = 5,89 x 3,88 = 22,8 M?,
Jumlah Pegawai = 3 Orang
Tenaga Honorer

Jumlah Pegawai = 9 Orang



- Ruang Pemeriksaan Persiapan
Ukuran =14 x 6 = 84 M2
- Ruang Sidang Utama

Ukuran =15 x 10 = 150 M>.

Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya dikuasai sendiri berdasar DIP No. 063/XIIl/3/-/1995 tanggal 28 Maret
1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak
Rp. 443.200.000,-

Bangunan Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya dikuasai sendiri berdasar DIP No. 051/XIIl/3/-/1996 tanggal 30 Maret
1996 Tahun Anggaran 1996/1997 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak
Rp. 206.700.000,-

Pada tahun 2004 dibangun 2 unit Rumah Dinas Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya dikuasai sendiri berdasarkan DIP Nomor :
085/X111/14/-/2004 tanggal 1 Januari 2004 dengan biaya Rp.
221.464.000,- ;

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Khusus terhadap sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, berdasarkan anggaran
yang tersedia dari DIPA Tahun Anggaran 2015, telah dilakukan pengadaan
sebagai berikut :
a). Pengadaan

Pengadaan sarana dan prasarana gedung pada tahun 2015

pengadaan barang dan jasa yaitu :
Pengadaan Server Rp. 40.000.000;



Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Rp.250.000.000;
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Rp. 40.000.000;

b). Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan dan Rumah Dinas Rp. 71.425.000;
Perawatan Inventaris Kantor Rp. 15.810.000;
Perawatan Peralatan Instalasi IT Rp. 1.500.000;
Langganan Daya Dan Jasa Rp. 72.000.000;

c). Penghapusan

Penghapusan barang inventaris untuk tahun 2015 tidak ada.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN
Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 mengacu kepada
Undang-Undang RI, Peraturan Presiden Rl dan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 seperti :
1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Rl No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Rl No. 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi
Pemerintahan;
5. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
6. Peraturan Presiden Rl No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;



7. DIPA BUA Tahun Anggaran 2014 No. DIPA-005.01.2.578843/2014 Tanggal
05 Desember 2013 dan DIPA Dirjenmiltun Tahun Anggaran 2014 No. DIPA-

005.05.2.578844/2014 Tanggal 05 Desember 2013;

©

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl No : 173/SEK/SK/12/2013
Tanggal 27 Desember 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan

Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui DIPA Tahun 2015
No. No. DIPA-005.01.2.578843/2015 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2015
Tanggal 14 Nopember 2015 mempunyai 2 (Dua) Program untuk kelancaran
dalam fungsi dan sub fungsi kegiatan seperti
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung (005.01.01).
Dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung terdapat kegiatan :
% Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi (1066) dengan keluaran :

» Layanan Perkantoran (1066.994.001) dengan sub keluaran :
— Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001)

= Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
(1066.994.002) dengan sub keluaran :
— Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

(002)



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
(005.01.02).
Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung terdapat kegiatan :
% Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung
(1071) dengan keluaran :
= Teknologi Informasi (1071.022) dengan sub keluaran : Pengadaan
Server (011).
= Kendaraan Bermotor (1071.995) dengan sub keluaran : Pengadaan
Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4 (011).
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
(005.05.09).
Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara terdapat kegiatan :
% Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan
keluaran :
» Berkas Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak
TUN diselesaikan tepat waktu (1059.002) dengan sub keluaran :
— Peningkatan Manajemen vyaitu ATK Hukum, Konsumsi
Persidangan dan Pengamanan Sidang (001).
= Berkas Perkara Tingkat Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa
Pajak yang disampaikan di Lingkungan Peradilan TUN (1059.012)
dengan sub keluaran :
— Penyampaian Berkas Perkara Yang Lengkap dam Tepat Waktu

yaitu Pengiriman Berkas Perkara (001).



» Berkas Perkara melalui Prodeo di Lingkungan Peradilan TUN
(1059.013) dengan sub keluaran :

— Perkara Prodeo yaitu Operasional Perkara Prodeo (011).

= Pos Layanan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN (1059.014)
dengan sub keluaran :

— Pos Layanan Hukum yaitu Operasional Posyankum (011).

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui DIPA BUA Tahun
2015 No. DIPA-005.01.2.578843/2015 Tanggal 14 Nopember 2015 dengan nilai
pagu awal Rp. 4.567.643.000,- mengalami revisi DIPA sebanyak 2 kali yaitu
1. Revisi 1 DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2015 Tanggal 05 Pebruari
2015 dengan nilai pagu Rp. 4.567.643.000,-. Terkait Buka Blokir
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Teknologi Informasi)

2. Revisi 2 DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2015 Tanggal 17 Nopember
2015 dengan nilai pagu Rp. 5.007.971.000,-. Revisi ini terkait dengan
penambahan pagu Belanja Pegawai yaitu penambahan belanja gaji dan

tunjangan sebesar Rp. 440.328.000,-.

Sedangkkan untuk DIPA Dirjenmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2015
Tanggal 14 Nopember 2014 dengan nilai pagu Rp. 27.100.000,- tidak ada
melakukan revisi anggaran.

Adapun perincian dari DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2015 tanggal
14 Nopember 2014 sampai pada Revisi ke-2 dan DIPA Dirjenbadilmiltun No.
DIPA-005.05.2.578844/2015 tanggal 14 Nopember 2014 menurut Program,

Kegiatan dan Keluaran adalah sebagai berikut :



Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung (005.01.01). Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran :

» Layanan Perkantoran (1066.994) dengan sub keluaran :

— Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001) dengan nilai pagu DIPA
Rp. 3.958.203.000,-
» Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002)
dengan sub keluaran :
— Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
(002) dengan nilai pagu DIPA Rp. 597.160.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
(005.01.02).
Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung terdapat kegiatan :
% Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung
(1071) dengan keluaran :
= Teknologi Informasi (1071.022) dengan sub keluaran : Pengadaan
Server (011) dengan nilai pagu Rp. 40.000.000,-.
= Kendaraan Bermotor (1071.995) dengan sub keluaran : Pengadaan
Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4 (011) dengan nilai pagu
Rp. 290.000.000,-.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara (005.05.09). Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha

Negara (1059) terdapat 4 keluaran yaitu :



Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara terdapat kegiatan :

% Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan

keluaran :

Berkas Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak

TUN diselesaikan tepat waktu (1059.002) dengan sub keluaran :

— Peningkatan Manajemen vyaitu ATK Hukum, Konsumsi
Persidangan dan Pengamanan Sidang (001) dengan nilai pagu
Rp. 2.000.000,-.

Berkas Perkara Tingkat Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa

Pajak yang disampaikan di Lingkungan Peradilan TUN (1059.012)

dengan sub keluaran :

— Penyampaian Berkas Perkara Yang Lengkap dam Tepat Waktu
yaitu Pengiriman Berkas Perkara (001) dengan nilai pagu Rp.
400.000,-.

Berkas Perkara melalui Prodeo di Lingkungan Peradilan TUN

(1059.013) dengan sub keluaran :

— Perkara Prodeo yaitu Operasional Perkara Prodeo (011) dengan
nilai pagu Rp. 2.500.000,-.

Pos Layanan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN (1059.014)

dengan sub keluaran :

— Pos Layanan Hukum vyaitu Operasional Posyankum (011)

dengan nilai pagu Rp. 22.200.000,-.



Dalam mengelola keuangan negara, pembelanjaan dapat dibedakan

menjadi 3 yaitu :

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

3. Belanja Modal

Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan
Belanja Pegawai seperti Gaji Pegawai, Tunjangan
istri/suami, Tunjangan anak, Tunjangan Jabatan
(Struktural/ Fungsional), Tunjangan Umum dan
Tunjangan lainnya.

Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan
Belanja setiap bulannya untuk keperluan sehari —
hari kantor seperti Belanja Keperluaan Perkantoran
(ATK, internet, Satpam, Sopir dan Pesuruh),
Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Daya dan Jasa,
Belanja Pemeliharaan Aset Bergerak dan Belanja
lainnya.

Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan
Belanja Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung,
Belanja Pengadaan Meubelair, Belanja Pengadaan
Alat Pengolah Data, Belanja Pengadaan Peralatan

Kantor (Inventaris Kantor).

Untuk Satuan Kerja Pengadailan Tata Usaha Negara Palangka Raya

dalam mengelola keuangan negara melalui 2 DIPA Tahun 2015 No. DIPA-

005.01.2.578843/2015 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2015 Tanggal 14

Nopember 2014 dapat dilihat sebagaimana berikut ini :

D.1. Belanja Pegawai



D.2.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan jumlah sampai
saat ini 27 Pegawai dan Hakim telah lakukan penganggaran untuk gaiji,
honorarium dan tunjangan dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2015
revisi ke 2 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.958.203.000,-. Dalam
pelaksanaan DIPA selama Tahun Anggaran 2015 telah menyerap dana
sebesar Rp. 3.854.351.351,- dan Pengembalian
sebesar Rp. 80.980,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran
sebesar Rp. 103.851.649,- atau sebesar 97,38% dari pagu DIPA yang
ada.

Belanja Barang

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memerlukan barang
habis pakai untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah
lakukan pengusulan untuk belanja barang dalam DIPA BUA No. DIPA-
005.01.2.578843/2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 719.768.000,-.
Dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Tata Usaha Negara Palangka Raya selama Tahun Anggaran 2015 telah
menyerap dana DIPA BUA sebesar Rp. 591.786.341,- dan Pengembalian
sebesar Rp. 0,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp.
127.981.659,- atau sebesar 82,22% dari pagu DIPA BUA. Hal ini terjadi
karena disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga

mempengaruhi jumlah penyerapan pagu DIPA yang disediakan.

Adapun Penyerapan belanja barang tersebut terdiri :
e Belanja Barang Operasional (5211) terserap sebesar Rp.

311.770.750,-atau 92,07% yang terdiri dari belanja :



— Belanja Keperluan Perkantoran terserap sebesar Rp.
265.884.950,- atau 98,00% dari pagu DIPA.

— Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat terserap sebesar Rp.
3.385.000,- atau 28,21% dari pagu DIPA.

— Belanja Honor Operasional Satker sebesar Rp. 37.660.000,- atau
93,40% dari pagu DIPA.

— Belanja Barang Non Operasional Lainnya terserap sebesar Rp.
3.840.800,- atau 25,61% dari pagu DIPA.

Belanja Jasa (5221) terserap sebesar Rp. 46.548.812,- atau 77,58%

terdiri dari belanja :

— Belanja Langganan Listrik terserap sebesar Rp. 41.446.064,-
atau 86,35% dari pagu DIPA.

— Belanja Langganan Telepon terserap sebesar Rp. 5.102.748,-
atau 42,52% dari pagu DIPA.

Belanja Pemeliharaan (5231) terserap sebesar Rp. 137.960.600,-

atau 64,61% terdiri dari belanja :

— Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.
45.504.500,- atau 63,71% dari pagu DIPA.

— Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.
90.956.100,- atau 64,69% dari pagu DIPA.

— Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan sebesar Rp. 1.500.000,-
atau 100,00% dari pagu DIPA.

Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) terserap sebesar Rp.

96.506.179,- atau 89,68% dari pagu DIPA.



Sedangkan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2015
Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 27.100.000,-, realisasi anggaran Rp.
16.000.000,- atau 59,04% dari pagu DIPA. hal ini disebabkan karena ATK
Hukum dan Konsumsi Persidangan tidak ada digunakan dan
penanganan perkara prodeo tidak ada karena tidak perkara prodeo yang
masuk sehingga dana yang ada tidak dapat digunakan. Sedangkan Pos
Layanan Hukum pada Tahun 2015 baru mulai dari bulan Maret 2015

dengan realisasi Rp. 16.000.000,- atau 59,04% dari pagu DIPA.

D.3. Belanja Modal
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memperlancar
tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan sarana dan
prasarana untuk belanja modal untuk menunjang tugas-tugas pokok dan
fungsi dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2015 Tahun
Anggaran 2015 terdapat anggaran belanja modal dengan realisasi Rp.
325.167.200,- atau 98,54% dari pagu DIPA.
DAFTAR REALISASI ANGGARAN 2 DIPA TAHUN 2014
(dalam Rupiah)
Realisasi diatas/ o, Realisasi
No. Uraian Anggaran Realisasi (dibawah) ;
nggaran
Anggaran
3.958.203.000, | 3.854.351.351,
1. | Bel. Pegawai (01) - -| (103.851.649,-) 97,38
2. | Bel. Barang (01) 719.768.000,- | 591.786.341,- | (127.981.659,-) 82,22
Bel. Barang (05) 27.100.000,- 16.000.000,- (11.100.000,-) 59,04
3. | Bel. Modal (01) 330.000.000,- | 325.167.200,- (4.832.800,-) 98,54
5.035.071.000,
Jumlah Belanja 4.787.304.892,- | (247.766.108,-) 95,08




E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

1.

Perangkat keras
Pada Tahun 2015 terdapat pengadaan perangkat keras teknologi informasi
dengan perangkat yang ada bagian IT tetap berusaha keras agar tetap
tidak ketinggalan informasi baik yang datang dari Mahkamah Agung R,
Dirjen Badilmiltun dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta
tetap berusaha agar jaringan internet yang ada tetap stabil sehingga dapat
meningkatkan kinerja dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
Adapun perangkat keras yang dipakai untuk menunjang teknologi
informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah

sebagai berikut :

1 unit Server Inspur

1 unit Server hp

1 Unit Server Fuijitsu

1 Unit Perinter canon mx 347

1 unit ups Kenika

1 bandwith internet 5 Mb.

Modem spedy tp-link

- 1 buah modem ZTE



2. Perangkat Lunak
Adapun perangkat Lunak yang dipakai untuk menunjang teknologi
informasi adalah sebagai berikut :

- Website PTUN Palangkaraya dengan alamat www.ptun-palangkaraya

go.id
- Aplikasi SIAD-PTUN
Adapun isi perangkat lunak yang ada akan selalu diperbaiki sesuai

dengan keperluan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

F. REGULASI TAHUN 2015
1. SUB BAGIAN PERKARA
a. Administrasi Perkara
Administrasi Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
meliputi : Penerimaan Perkara, Biaya Perkara, Persiapan Persidangan,

Persidangan, Berkas dan Register, Laporan dan Pengarsipan.

PENERIMAAN PERKARA

Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama

1. Petugas pada meja pertama bertanggung jawab untuk menerima gugatan
dan gugatan perlawanan terhadap penetapan dismissal.

2. Dokumen yang perlu disertakan dalam pendaftaran sekurang-kurangnya
antara lain surat gugatan atau surat gugatan perlawanan, surat kuasa
khusus, fotocopy kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan dan

fotocopy surat keputusan TUN yang menjadi objek sengketa.



Petugas pada meja pertama memeriksa kelengkapan berkas setelah selesai
diperiksa diteruskan kepada Panitera Muda Perkara untuk menyatakan
berkas telah lengkap/tidak lengkap.

Apabila berkas tidak lengkap Panitera Muda Perkara mengembalikan berkas
supaya kuasanya dapat melengkapi kekurangannya.

Pada berkas perkara yang telah lengkap, Kasir memberikan Slip Penyetoran
BRI dan diserahkan kepada Penggugat/Kuasanya agar membayar jumlah
uang panjar yang tercantum dalam Slip Penyetoran ke Rekening BRI
Cabang Palangka Raya Nomor : 0243-01-000944-30-7.

Penggugat /Kuasanya memfotocopy sebanyak 2 lembar Slip Penyetoran
BRI dan menyerahkan 1 lembar fotocopynya kepada Kasir dan slip yang asli
dimasukkan kedalam berkas gugatan.

Setelah menerima fotocopy slip pembayaran Kasir mencatat kedalam Buku
Jurnal Keuangan Perkara kemudian membayarkan Hak-Hak Kepaniteraan
kepada Bendahara PNBP PTUN Palangka Raya.

Petugas pada meja kedua mencatat perkara yang masuk kedalam Register

Induk Perkara.

Pendaftaran Perkara Banding

1.

Meja pertama menerima pendaftaran permohonan banding. Kemudian
berkas perkara diserahkan petugas meja pertama kepada Panitera Muda
Perkara . Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat
belas) hari terhitung setelah putusan diucapkan atau setelah putusan
diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan.

Panjar biaya dituangkan dalam Slip Penyetoran melalui Rekening BRI
Cabang Palangka Raya Nomor : 0243-01-000944-30-7. Setelah membayar
Pembanding memfotocopy slip rangkap 2 (dua), yang asli untuk berkas dan

1 lembar fotocopy slip untuk Kasir.


http://www.ptun-palangkaraya/

Kasir kemudian membukukan panjar biaya Perkara Banding pada Buku
Jurnal Keuangan Perkara Banding dan Buku Kas Bantu kemudian
membayarkan Hak-Hak Kepaniteraan kepada Bendahara PNBP PTUN
Palangka Raya.

Pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding dan Petugas meja
kedua mencatat permohonan banding tersebut dalam Register Induk
Perkara dan Register Banding.

Permohonan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus telah
disampaikan kepada lawannya tanpa perlu menunggu diterimanya memori
banding. Petugas meja kedua mencatat tanggal penerimaaan memori dan
kontra memori banding dalam Register Induk Perkara dan Buku Register
Permohonan Banding.

Dalam waktu 60 (enampuluh) hari sejak permohonan banding diajukan,
berkas banding harus sudah dikirim ke PT.TUN dan biaya perkara banding
untuk PT.TUN dikirim melalui Rekening BRI Kantor Cabang Kramat
Nomor : 0335-01-000730-30-3. Tanda bukti pengiriman uang harus dikirim
bersamaan dengan pengiriman berkas.

Pencabutan permohonan banding diajukan kepada Ketua PTUN Palangka
Raya dan ditandatangani oleh Pembanding dengan menyertakan akta
Panitera dan harus segera dikirim ke PT.TUN disertai akta pencabutan yang

ditanda tangani Panitera.

Pendaftaran Perkara Kasasi

Meja pertama menerima pendaftaran terhadap permohonan Kasasi.
Kemudian berkas perkara diserahkan petugas pada meja pertama kepada

Panitera Muda Perkara . Permohonan Kasasi dapat diajukan dalam waktu



14 (empatbelas) hari setelah putusan PT.TUN diberitahukan kepada para
pihak.

Panjar biaya dituangkan dalam Slip Penyetoran melalui Rekening BRI
Cabang Palangka Raya Nomor : 0243-01-000944-30-7. Setelah membayar
Pemohon Kasasi memfotocopy slip rangkap 2 (dua), yang asli untuk berkas
dan 1 lembar fotocopy slip untuk Kasir.

Kasir kemudian membukukan panjar biaya perkara kasasi pada Buku Jurnal
Keuangan Kasasi dan Buku Kas Bantu kemudian membayarkan Hak-Hak
Kepaniteraan kepada Bendahara PNBP PTUN Palangka Raya.

Pengadilan wajib membuat akta pernyataan Kasasi dan Petugas meja
kedua mencatat permohonan Kasasi tersebut dalam Register Induk Perkara
dan Register Permohonan Kasasi.

Permohonan Kasasi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus telah
disampaikan kepada lawannya. Petugas meja kedua mencatat tanggal
penerimaaan memori dan kontra memori Kasasi dalam Register Induk
Perkara dan Buku Register Permohonan Kasasi.

Dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan
berkas harus dikirim ke Mahkamah Agung Rl dan biaya permohonan kasasi
untuk MARI dikirim Kasir melalui BNl Syariah dengan Nomor Rekening :
179179175 dan bukti pengiriman uang dilampirkan dalam berkas perkara.
Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung
RI melalui Ketua PTUN Palangka Raya yang ditandatangani oleh Pemohon
Kasasi dan harus segera dikirim disertai akta pencabutan permohonan

kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.



Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali

1.

Meja pertama menerima pendaftaran terhadap permohonan PK. Kemudian
berkas perkara diserahkan petugas pada meja pertama kepada Panitera
Muda Perkara . Permohonan PK dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus
delapanpuluh) hari dalam hal apabila ditemukan bukti-bukti baru (Novom)
yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat
ditemukan atau apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim.
Panjar biaya dituangkan dalam Slip Penyetoran melalui Rekening BRI
Cabang Palangka Raya Nomor : 0243-01-000944-30-7. Setelah membayar
Pemohon PK memfotocopy slip rangkap 2 (dua), yang asli untuk berkas dan
1 lembar fotocopy slip untuk Kasir.

Kasir kemudian membukukan panjar biaya perkara pada Buku Jurnal
Keuangan Permohonan PK dan Buku Kas Bantu kemudian membayarkan
Hak-Hak Kepaniteraan kepada Bendahara PNBP PTUN Palangka Raya.
Pengadilan wajib membuat akta pernyataan PK dan Petugas meja kedua
mencatat permohonan PK tersebut dalam Register Induk Perkara dan
Register Permohonan PK.

Permohonan PK dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari harus telah
disampaikan kepada lawannya.

Biaya permohonan PK untuk MARI dikirim Kasir melalui BNI Syariah
dengan Nomor Rekening : 179179175 dan bukti pengiriman uang
dilampirkan dalam berkas perkara.

Pencabutan permohonan PK diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI

melalui Ketua PTUN Palangka Raya yang ditandatangani oleh Pemohon PK



dan harus segera dikirim disertai akta pencabutan permohonan PK yang

ditandatangani oleh Panitera.

Pendaftaran Permohonan Eksekusi

1. Meja pertama menerima pendaftaran terhadap permohonan Eksekusi.
Kemudian berkas perkara diserahkan petugas pada meja pertama kepada
Panitera Muda Perkara .

2. Panjar biaya dituangkan dalam Slip Penyetoran melalui Rekening BRI
Cabang Palangka Raya Nomor : 0243-01-000944-30-7. Setelah membayar
Pemohon Eksekusi memfotocopy slip rangkap 2 (dua), yang asli untuk
berkas dan 1 lembar fotocopy slip untuk Kasir.

3. Kasir kemudian membukukan panjar biaya perkara pada Buku Jurnal
Keuangan Permohonan Eksekusi dan Buku Kas Bantu.

4. Petugas meja kedua mencatat permohonan Eksekusi tersebut dalam

Register Induk Perkara dan Register Permohonan Eksekusi.

Biaya Perkara

1. Biaya perkara terdiri dari :

- Biaya proses perkara, meliputi biaya panggilan, pemberitahuan,
pemeriksaan setempat, sumpah, saksi, penerjemah dan lain-lain yang
dicatat dalam buku jurnal.

- Hak-Hak Kepaniteraan, terdiri dari biaya materai, redaksi leges,
pencatatan banding, kasasi, PK dan lain-lain yang merupakan

Pendapatan Negara Bukan Pajak.



10.

Kasir melaksanakan tugas-tugas administrasi biaya perkara.

Biaya pencatatan permohonan banding, kasasi dan PK dikeluarkan Kasir
setelah diterimanya panjar biaya perkara.

Biaya materai, redaksi dan leges dikeluarkan Kasir pada saat perkara putus.
Kasir mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari.

Buku Keuangan perkara terdiri dari :

Jurnal Perkara Gugatan

- Jurnal Permohonan Banding

- Jurnal Permohonan Kasasi

- Jurnal Permohonan PK

- Jurnal Permohonan Eksekusi (Dibuat sendiri)

- Buku Induk Keuangan Perkara

Buku Hak-Hak Kepaniteraan

Buku jurnal diberi nomor halaman dan ditanda tangani serta diparaf Ketua
PTUN Palangka Raya.

Buku Induk Keuangan dimulai setiap awal bulan dan ditutup pada akhir
bulan dan diketahui oleh Panitera dan Ketua PTUN Palangka Raya. Pada
saat ditutup dijelaskan keadaan uang menurut buku kas dan menurut kas
sesungguhnya.

Buku Hak-Hak Kepaniteraan dicatat dan disetor berdasarkan penerimaan
uang hak-hak kepaniteraan yang disertai tanda tangan dan nama terang
Bendahara PNBP.

Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan setiap tahun selalu diganti (tidak

digabung dengan tahun sebelumnya).



Persiapan Persidangan

PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM

1.

2.

Majelis Hakim terdiri dari 3 orang Hakim

Petugas meja kedua mencatat penunjukan Majelis Hakim dalam Buku
Register Perkara.

Berkas perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya diserahkan kepada
Majelis Hakim yang ditunjuk setelah lengkap dengan formulir Penetapan

Hari Sidang.

Penetapan Hari Sidang

1.

Panitera Muda Perkara dalam waktu 3 (tiga) hari sudah meyerahkan berkas
perkara yang sudah dilampiri penetapan hari sidang kepada Ketua Majelis
Hakim yang ditunjuk.

Majelis Hakim mempelajari berkas selambat-lambatnya 7 hari setalah
ditetapkan hari sidang.

Petugas meja kedua mencatat hari sidang dan penundaan sidang dengan
tertib berdasarkan laporan Panitera Pengganti dalam Buku Register

Perkara.

Panggilan Para Pihak

Panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan dengan surat

tercatat yang dikirim oleh juru sita pengganti melalui Kantor Pos yang disertai resi

pengiriman sebagai bukti untuk nantinya diserahkan kepada Bendahara Perkara

sebagai bukti pengeluaran biaya perkara yang bersangkutan dan Bendahara

mencatatnya dalam Buku Keuangan Perkara.



Persidangan

a. Sidang pengadilan di PTUN Palangka Raya dimulai pada Jam 10.00 WIB,
kalau keadaan luar biasa sidang dimulai pada waktu yang lain dan sudah
diumumkan terlebih dahulu.

b. Apabila Ketua Majelis yang ditunjuk berhalangan, maka Ketua PTUN
Palangka Raya menunjuk Ketua Majelis yang baru dengan penetapan.

c. Apabila salah seorang Hakim Anggota berhalangan sementara, maka dapat
ditunjuk Hakim lain sebagai pengganti.

d. Sidang di PTUN Palangka Raya dilaksanakan di dalam ruang sidang utama
dan Pemeriksaan Persiapan dilakukan diruang Pemeriksaan Persiapan.

e. Panitera Pengganti yang ikut bersidang membuat Berita Acara Sidang dan
sudah selesai diketik dan ditandatangani sebelum sidang berikutnya.

f. Panitera Pengganti melaporkan semua perkembangan perkaranya kepada
Petugas meja kedua untuk dicatat dalam Buku Register Perkara.

Berkas

a. Bundel A merupakan himpunan surat-surat yang diawali dengan surat
gugatan dan semua kegiatan proses penyidangan yang selalu disimpan di
PTUN.

b. Bundel B untuk Banding merupakan himpunan surat-surat perkara yang

diawali dengan permohonan pernyataan banding serta semua kegiatan

berkenaan dengan adanya permohonan banding.



c. Bundel B untuk Kasasi menjadi arsip berkas perkara kasasi pada
Mahkamah Agung.

d. Bundel B untuk Peninjauan Kembali menjadi arsip berkas perkara PK pada
Mahkamah Agung.

e. Bundel untuk Eksekusi menjadi arsip berkas perkara Eksekusi.

Register, Laporan Dan Pengarsipan

a. Register Perkara

e Register Induk Perkara PTUN Palangka Raya ditandatangani pada halaman
pertama dan halaman terakhir, serta dibubuhi paraf pada tiap-tiap halaman
dengan menyebutkan halamannya oleh Ketua PTUN Palangka Raya.

e Buku Register berkaitan dengan jurnal terdiri dari : Register Induk Perkara,
Register Perkara Gugatan/Perlawanan, Register Permohonan Banding,
Register Permohonan Kasasi, Register Permohonan PK dan Register
Eksekusi.

e Buku Register PTUN Palangka Raya setiap tahun selalu berganti dan tidak
digabung dengan tahun sebelumnya.

e Buku Register Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi ditutup setiap akhir tahun

oleh Panitera serta diketahui Ketua PTUN Palangka Raya.

b. Laporan

e PTUN Palangka Raya membuat laporan tentang keadaan perkara,
keuangan perkara dan kegiatan Hakim.
e Asli laporan dikirim kepada Ketua PT.TUN dengan tembusan dikirimkan

kepada Mahkamah Agung RI



e Laporan Keadaaan Perkara, Keuangan Perkara dan Jenis Perkara dibuat
pada setiap akhir bulan.

e PTUN Palangka Raya juga membuat laporan Triwulan ( Maret, Juni,
September dan Desember) dan laporan Semester (Juni dan Desember)
serta Laporan Tahunan yang terdiri dari Laporan Keadaan Perkara, Laporan
Perkara yang dimohonkan Banding, Laporan Perkara yang dimohonkan
Kasasi, Laporan Perkara yang dimohonkan PK, Laporan Perkara yang
dimohonkan Eksekusi, Laporan Kegiatan Hakim, Laporan Keuangan
Perkara dan Laporan Perkara Gugatan yang masuk dan diputus.

e Laporan ini dapat diakses di ptun-palangkaraya.go.id

e PTUN Palangka Raya juga sudah melakukan pelaporan keuangan perkara

berbasis sms dengan nomor HP 085249819730 .

c. Arsip Perkara

e Setelah putusan dikirim ke para pihak, Petugas meja ketiga menyimpan
berkas perkara untuk keperluan arsip.

e Berkas perkara dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu berkas yang masih berjalan
(aktif) dan arsip berkas perkara (Non aktif). Berkas Aktif dikelola Kepaniteran

Perkara sedangkan yang Non Aktif diserahkan ke Kepaniteraan Hukum..

2. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
Setelah menunggu * 6 tahun sejak tahun 2008, tunjangan kinerja
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya mengalami penyesuaian atau kenaikan tunjangan

kinerja yang signifikan.



Kenaikan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil ini diatur dalam Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA) No.
128/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014. Penyesuaian tunjangan
kinerja ini juga untuk mendukung upaya peningkatan kinerja Pegawai Negeri
Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Surat Keputusan ini berlaku mulai
tanggal 01 Juli 2014 sehingga pembayaran tunjangan kinerja juga berlaku
mulai tanggal tersebut.

Seiring dengan kenaikan remunerasi di lingkungan Mahkamah Agung
Rl dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, area perubahan di
berbagai bidang menjadi program pokok Mahkamah Agung. Bila sebelumnya
Mahkamah Agung memberlakukan pembaharuan mengenai jam hadir dan
jam pulang pegawai dengan sistem finger scan, setelah adanya kenaikan
yang signifikan Mahkamah Agung memberlakukan sistem komputasi terpadu
yang disebut KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional).

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sejak mulai
diberlakukannya aplikasi tersebut, juga telah melakukan pelaporan melalui
aplikasi KOMDANAS.

Adapun pedoman untuk remunerasi tetap menggunakan Surat Keputusan
Ketua MA RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009.

Dalam rangka persiapan kenaikan pangkat otomatis, pensiun otomatis,
pengusulan jabatan dan kenaikan pangkat, Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya telah memberlakukan dan menginput data kedalam Aplikasi

Sistem Kepegawaian (SIKEP) MA RI.



Sebagai wujud reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung RI, Ketua
MA RI pada tanggal 08 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) tentang organisasi, tata kerja kepaniteraan dan
kesekretariatan pengadilan. PERMA No. 7 Tahun 2015 mengatur tentang
pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan. Berdasarkan hal
tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengusulkan
nama-nama pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya untuk menduduki jabatan baru dan berdasarkan
Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
39/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
pada tanggal 28 Desember 2015 (pelantikan Sekretaris dan Kepala Sub
Bagian) dan pada tanggal 30 Desember 2015 (pelantikan Panitera) telah
menjalankan dan melaksanakan PERMA No. 7 Tahun 2015 perihal
pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan yang dapat dilihat dari
perubahan susunan struktur organisasi di Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya (terlampir).

3. SUB BAGIAN KEUANGAN
a. Dasar Hukum
Dalam penyelenggaraan adminstrasi keuangan pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya pada tahun 2015 mengacu kepada
Undang-Undang RI, Peraturan Presiden Rl dan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 seperti :



1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Rl No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl No
65a/SEK/SK/12/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran Pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

6. DIPA BUA Tahun Anggaran 2015 No. DIPA-005.01.2.578843/2015
Tanggal 14 Nopember 2014 dan DIPA Dirjenmiltun Tahun Anggaran
2015 No. DIPA-005.05.2.578844/2015 Tanggal 14 Nopember 2014;

7. Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.02/2014 Tentang Tata

Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.

b. Ruang Lingkup
Ruang lingkup administrasi keuangan meliputi : perencanaan,
penganggaran (penyusunan anggaran), pelaksanaan anggaran,
pertanggung jawaban dan pelaporan serta pengawasan pelaksanaan
anggaran.
Pada Tahun Anggaran 2015 dengan keterbatasan anggaran

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk meningkatkan



kinerjanya secara optimal, senantiasa melakukan penyempurnaan dalam
pengelolaan anggaran agar lebih akuntabel, efektif dan efisien. Kebijakan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam rangka
pengelolaan anggaran tahun 2015 perlu dicermati antara lain :
1. Alokasi Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2015
mendapat 2 DIPA yaitu DIPA BUA dan DIPA Dirjen Badilmiltun dengan
anggaran sebesar Rp. 4.594.743.000,-. Anggaran tersebut terbagi 3
dalam program yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung dengan anggaran Rp. 4.567.643.000,-.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung dengan anggaran Rp. 330.000.000,-.
3. Program Dukungan Manajemen Peningkatan Manajemen Peradilan
Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) dengan anggaran Rp.
27.100.000,-.

Dengan perincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Rp. 3.517.875.000,-
2. Belanja Barang (DIPA01) Rp.  719.768.000,-
3. Belanja Barang (DIPA 05) Rp. 27.100.000,-
4. Belanja Modal Rp.  330.000.000,-

2. Revisi Anggaran
Untuk menyesuaikan dengan keperluaan Kantor Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya. Sub Bagian Umum dan Keuangan

telah melakukan perubahan anggaran sesuai dengan keperluaan.



Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melakukan 2

kali revisi anggaran yaitu :

1. Revisi

Pebruari 2015 dengan nilai pagu Rp. 4.567.643.000,-.

DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2015 Tanggal

05

Terkait

Buka Blokir Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan

Teknologi Informasi)

2. Revisi 2 DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2015 Tanggal

17

Nopember 2015 dengan nilai pagu Rp. 5.007.971.000,-. Revisi ini

terkait dengan penambahan pagu Belanja Pegawai

penambahan

440.328.000,-.

belanja

gaji

dan

3. Realisasi Anggaran Belanja dan PNBP

tunjangan

sebesar

yaitu

Rp.

Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha

Negara Palangka Raya dalam mengelola keuangan negara melalui 2

DIPA Tahun 2015 No. DIPA-005.01.2.578843/2015 dan No. DIPA-

005.05.2.578844 /2015 Tanggal 14 Nopember 2014 adalah sebesar

Rp. 4.787.304.892,- atau 95,08% dapat dilihat sebagaimana berikut ini

DAFTAR REALISASI ANGGARAN 2 DIPA TAHUN 2015
(dalam Rupiah)

Realisasi diatas/

No. Uraian Anggaran Realisasi (dibawah) V;Eea:f::i
Anggaran 99
3.958.203.000, | 3.854.351.351,
1. | Bel. Pegawai (01) - -| (103.851.649,-) 97,38
2. | Bel. Barang (01) | 719.768.000,- | 591.786.341,-| (127.981.659,-) 82,22
Bel. Barang (05) 27.100.000,- 16.000.000,- (11.100.000,-) 59,04




Bel. Modal (01) 330.000.000,- | 325.167.200,- (4.832.800,-) 98,54
5.035.071.000,
Jumlah Belanja 4.787.304.892,- | (247.766.108,-) 95,08
Sedangkan untuk Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Tahun Angaran 2015 melalui 2 DIPA sebesar Rp. 23.939.554,-
dengan perincian sebagai berikut :
REALISASI ANGGARAN 2 DIPA TAHUN 2014
NO MAP URAIAN JENIS PNPB JUMLAH
l. Pendapatan Jasa
Pendapatan Sewa Gedung, Tanah dan
423141 Bangunan 3.656.700
Pendapatan
Il. | Kejaksaan/Peradila
n
423411 Pendapatan Legalisasi tanda tangan 560,000
423413 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah
pada Panitera Badan Peradilan 171,000
423415 Pendapatan Ongkos Perkara 2,960,000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
423419 lainnya 2.017.600
I Pendapatan lain -
) lain
423951 Penerimaan Kembali Belanja TAYL 6.1600
Pendapatan kembali Persekot / Uang Muka
423991 Gaji 14.568.094
Jumlah | s/d lll 23.939.554

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi




Dalam pencatatan pengelolaan anggaran dan aset setiap satker telah
menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian
Keuangan,

yakni SAIBA, SIMAK-BMN dan SIMAN. Aplikasi SAIBA mencatat
seluruh transaksi yang berkaitan dengan realisasi anggaran,
sedangkan aplikasi SIMAK-BMN mencatat seluruh transaksi yang
berkaitan dengan BMN. Aplikasi SIMAKBMN dan SAIBA digunakan
satker untuk mencatat seluruh transaksi aset dan keuangan masing-
masing. Termasuk di dalamnya pembelian aset, pengurangan nilai,
pengembangan nilai, dan transfer masuk dan keluar. Aplikasi SAIBA
digunakan sebagai pembukuan transaksi realisasi anggaran belanja

atau realisasi anggaran pendapatan.

Untuk mempercepat proses pembuatan laporan keuangan dan asset
semua satker menggunakan media e-mail dalam proses pelaporan.
Penggunaan e-mail diharapkan dapat menghemat waktu pelaporan
tetapi

dalam prakteknya masih ditemukan hambatan teknis. Untuk
mengatasinya

Mahkamah Agung RI mengembangkan aplikasi yang disebut
Komdanas,

singkatan dari Komunikasi Data Nasional. Fungsi utama aplikasi
Komdanas

adalah untuk :



(1)  Melakukan kompilasi seluruh data pegawai, keuangan, aset,
dan remunerasi serta keuangan perkara yang disimpan dalam
database sentral;

(2)  Melakukan verifikasi data yang sudah tersimpan secara
otomasi, sehingga kesalahan transaksi dapat dideteksi
sebelum periode laporan berakhir;

(3) Menghasilkan laporan keuangan sesuai format yang berlaku.

Penggunaan aplikasi ini terbukti dapat membuat proses kompilasi,

verifikasi data, dan pembuatan laporan pengelolaan anggaran dan

aset lebih efisien dan efektif serta cepat. Dengan ada SK KMA

Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 Tanggal 08 Agustus 2014 Komdanas

juga digunakan sebagai alat untuk pelaporan absensi pegawai serta

pengajuan pertanggungjawaban tunjangan khusus kinerja bagi

pegawai Mahkamah Agung RI.

Administrasi Keuangan

Tugas-tugas pokok dan fungsi dari Sub Bagian Keuangan antara lain

yaitu :

1. Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Keuangan dalam
mengelola DIPA satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara yang
telah serahkan pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

2. Mengkonsep surat keluar untuk membalas surat masuk yang

berkaitan dengan kegiatan Subbag Keuangan



Melakukan dan Meneliti Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi antara
realisasi yang telah dilakukan dengan data yang ada di KPPN.
Menyusun Laporan Keuangan Anggaran Bulanan berupa Laporan
Realisasi Anggaran baik secara manual maupun melalui aplikasi
SAKPA.

Menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Menyusun
Catatan Atas Laporan Keuangan Semesteran untuk Satuan Kerja
dan Koordinator Wilayah.

Menyusun Laporan Keuangan Tahunan dan Menyusun Catatan
Atas Laporan Keuangan Tahunan untuk Satuan Kerja dan
Koordinator Wilayah.

Menyusun Usulan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/
Lembaga Tahun yang akan datang sesuai dengan kebutuhan dari
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Mengusulkan Revisi DIPA apabila diperlukan sesuai dengan

ketentuan yang ada.

Adapun tahapan-tahapan administrasi keuangan yang telah

diditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah

sebagai berikut :

Tahap Persiapan

. Satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

melalui Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk

Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji SPP Penanda tangan



SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Penerima

serta Staf Pengelola Keuangan.

2. Pembuatan Spesimen tanda tangan masing-masing pejabat

Tahap Pelaksanaan

1.

Bendahara Pengeluaran membuat spesimen tanda tangan
dan dikirimkan ke Bank Operasionalnya Mitra Kerja dan

KPPN

. Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Pemintaan

Pembayaran UP melalui Pejabat Penguji SPM yang besarnya
1/12, 1/18, 1/24 dari pagu anggaran dengan mengaju pada
peraturan menteri keuangan yang berlaku.

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran
(menggunakan Uang Persediaan) terhadap setiap
pengeluaran yang telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku serta mempertanggung jawabkan dengan SPP GUP
melalui Pejabat Penguji SPM dan mengirimkannya ke KPPN
dan apabila Uang Persediaan tersebut tidak mencukupi
kebutuhan dan mengajukan SPM TUP.

Bendahara melakukan pembukuan atas semua pengeluaran
yang telah dilakukan serta membuat Laporan Realisasi
Anggaran secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan

kepada Kuasa Pengguna Anggaran.



5. Bendahara Pengeluran membuat laporan keadaan kas dan

membuat estimasi pengeluaran setiap bulan kepada Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran.

Bendahara Penerima menerima setoran PNBP dan
menyetorkannya ke Bank Persepsi sehari setelah diterimanya

setoran PNBP dan membuat pembukuannya.

7. Jenis-jenis PNBP yang ada yaitu :

» Pendapatan Penjualan, sewa, jasa dan bunga
» Pendapatan kejaksaan dan peradilan

= Pendapatan lain-lain

Tahap Akuntansi dan Pelaporan

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

telah melakukan kegiatan pelaporan melalui Sistem Akuntansi

Instansi yang didalamnya terdapat dua kegiatan yaitu :

1.

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan serangkaian
prosedur yang saling berhubungan untuk mengelola dokumen
sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk
penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini dilakukan oleh
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Sistem Informasi Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara
(SIMAK BMN) merupakan serangkaian prosedur yang saling

berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam



rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan
laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan oleh Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh unit akuntasi instansi
terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan

Atas Laporan Keuangan.

Tahap Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

dalam melakukan Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan

Anggaran dengan cara :

1.

Melakukan inventaris data-data yang diperlukan dalam

penyusunan RKA-KL.

. Melakukan penyusunan RKA-KL berdasarkan usulan rencana

kerja dan anggaran masing-masing sub bagian yang ada di
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Melakukan rapat untuk memantapkan dokumen RKA-KL dan
bila sudah sempurna dikirimkan ke Mahkamah Agung Melalui

Pengadilan Tingkat Banding.

. Melakukan penyusunan RKA-KL  kembali  dengan

menggunakan/ menyesuaikan pagu sementara dilengkapi
dengan data pendukung penyusunan RKA-KL dan kemudian

diajukan ke Pengadilan Tingkat Banding.



5. Melakukan Penelaahan RKA-KL dengan Kanwil Direktorat
Jenderal Anggaran serta melakukan perbaikan apabila
terdapat kesalahan-kesalahan.

6. Membuat Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) serta
databasenya dikirimkan ke Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

7. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan
surat pengesahan DIPA dan dikirimkan ke Koordinator Satuan

Kerja (Proses penyusunan DIPA selesai).

4. SUB BAGIAN UMUM

Bahwa administrasi umum adalah mencatat dan membukukan
seluruh barang inventaris, dan mencatat surat masuk dan surat keluar,
memberikan nomor surat keluar dan mengirimkan lewat kantor Pos dan
ke instansi dalam Propinsi Kalimantan Tengah, dan memberikan nomor
terhadap setiap barang inventaris yang ada dikantor Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya.

Data pelaksanaan tugas-tugas umum telah dilaksanakan sesuai
dengan buku Pedoman Barang Inventaris yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung Rl yang meliputi sebagai berikut :

1 Buku Induk Barang Inventaris.
2 Buku Induk untuk mencatat surat masuk/keluar.
3 Buku Inventaris Intra Komptabel.

4 Buku Inventaris Ekstra Komptabel.



5 Membuat dokumen-dokumen barang — barang inventaris pada setiap

unit pengurus barang ( UPB ) yaitu :

a. Daftar Opname Fisik Barang Inventaris (DOFBI).

b. Daftar Inventaris Ruangan (DIR).

c. Kartu Inventaris Barang (KIB).

d. Daftar Inventaris Barang (KIB).

e. Laporan Mutasi Barang Inventaris Triwulan (LMBT).

f. Membuat Laporan Barang Milik Negara Per semester |, II.
g. Laporan Tahunan Inventaris (LTI).

h. Laporan Kondisi Barang (LKB).

i. Daftar Inventaris Lainnya (DIL).

6 Mengurus surat perpanjangan STNK kendaraan Dinas Roda 4 (empat)
dan Roda 2 (dua) milik kantor Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya.

7 Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan atas surat masuk
dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan
informasi.

8 Laporan tersebut, (data terlampir).

BAB IV



PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan internal yang dimaksud adalah Pengawasan yang dilakukan
Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Hakim Pengawas Bidang. Satuan Pengawas
Intern (SPI) dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan sesuai pasal 116
Perpres no. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah vyaitu
Kementerian / Lembaga / Departemen / Instansi wajib melakukan pengawasan
terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan / Pejabat
Pengadaan di lingkungan Kementerian / Lembaga / Departemen / Instansi masing-
masing, dan menugaskan aparat pengawasan internal yang bersangkutan untuk
melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan Internal yang dilakukan adalah serangkaian kegiatan yang
bersifat sebagai pengawasan pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh
Hakim Pengawas Satuan Pengawas Intern (SPI) secara preventif dan represif agar
pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan rencana kegiatan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan Satuan Pengawas Intern (SPI) dilingkungan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah dibentuk Hakim Pengawas
Satuan Pengawas Intern (SPI) oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya dengan Surat Keputusan Nomor : W2-TUNG6/77/K/PW.03.09/1/2015 tanggal 02
Januari 2015. Sesuai dengan SK tersebut Hakim Pengawas Satuan Pengawas

Intern (SPI) mempunyai tugas yaitu :



1. Melakukan pengawasan dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya terhadap pengelolaan keuangan (DIPA) Tahun Anggara 2015
khususnya dalam pengadaan barang dan jasa (belanja modal);

2. Menyusun laporan hasil pemeriksaan, baik dengan atau tanpa rekomendasi;

3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya rutin setiap bulan;

4. Pelaksanaan Pengawasan tersebut tetap berpedoman pada Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus
2006.

Sedangkan untuk Pengawasan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan, Umum,
Kepaniteraan Perkara dan Hukum serta Perpustakaan, Kebersihan dan Lingkungan
Hidup sudah juga dibentuk sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUNG6/76/K/PW.03.09/1/2015 tanggal 02 Januari
2015 dengan tugas mengawasi secara obyektif dan menyampaikan hasil
pengawasan kepada Koordinator Pengawas dan selanjutnya Koordinator Pengawas
melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

B. EVALUASI

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2015
mendapat 2 DIPA yaitu DIPA BUA dan DIPA Dirjen Badilmiltun. Pada Tahun 2015
terdapat belanja modal yang dianggarkan karena Satuan Pengawas Intern (SPI)
diberi tugas untuk mengawasi belanja modal maka tidak pemeriksaan yang
dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI). Namun untuk Pengawasan terhadap

bidang-bidang tetap jalan seperti oleh Hakim Pengawas Bidang. Seperti biasa



setiap bidang membuat laporan bidang masing-masing yang diserahkan ke Hakim
Pengawas Bidang untuk dipelajari kemudian diperiksa selanjutnya apa yang menjadi
temuan akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti oleh bidang yang diperiksa pada
saat yang akan datang. Hasil pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang akan
dilaporkan kepada Koordinator Pengawas yang selanjutnya dibuatkan laporan hasil
pemeriksaan untuk Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupa
rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh masing masing bidang. Dengan adanya
pengawasan tersebut kinerja Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan, Umum,
Kepaniteraan Perkara dan Hukum serta Perpustakaan, Kebersihan dan Lingkungan
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mendapat masukan yang
positif sebagai bahan pertimbangan pimpinan Pengadilan untuk menentukan

kebijakan dan tindakan yang diperlukan.

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN :

e Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan pengadilan
tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama antara
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
terakhir diambil dengan UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.

e Secara umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah

melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.



e Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara
mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan
bagi perkara tingkat pertama.

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara terhadap
masyarakat pencari keadilan secara transparan.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (umum, kepegawaian dan
keuangan).

e Penataan dan pengelolaan manajemen lembaga peradilan yang transparan,
akuntabel, efektif, efisien, dipercaya, responsif dan produktif, yang dilakukan
dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dalam rangka mewujudkan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang agung.

B. REKOMENDASI :

e Dalam rangka Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Palangka Raya perlu dilakukan kegiatan pendidikan dan
pelatihan secara terus menerus, sehingga kualitas Sumber Daya Manusia
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat melakukan

tugasnya secara profesional, cakap dan terampil.



Untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara perlu
penambahan dana dalam DIPA tahun 2015 guna menunjang pelaksanaan
pekerjaan melalui penambahan sarana dan prasarana.

Adanya sistem pengawasan yang efektif dapat mencegah tindakan serta
perilaku terhadap segala bentuk perbuatan tercela yang dilakukan oleh
setiap warga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sehingga perlu

ditingkatkan dalam pelaksanaannya.
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